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KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum wr. wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat,
hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi
Muhammad SAW, sebagai insan yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menyelenggarakan kegiatan ini serta
memberikan kesempatan kepada kami dari Sekolah Tinggi llImu Hukum Biak-Papua untuk
berpartisipasi dalam webinar yang berharga ini. Kegiatan ini memiliki tujuan yang mulia,
yaitu memperkuat kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu dalam pendidikan
antikorupsi di wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.

Dalam laporan ini, kami merangkum dengan seksama rangkaian kegiatan webinar,
materi-materi yang disampaikan, serta diskusi yang terjadi selama sesi tanya jawab. Kami
juga menganalisis dan mengevaluasi hasil kegiatan ini, serta menyimpulkan dampak yang
dapat diperoleh dalam pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

Laporan hasil kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kami kepada Kampus
Sekolah Tinggi llmu Hukum Biak-Papua atas partisipasi kami dalam webinar ini. Kami
berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif
mengenai kontribusi serta hasil yang kami peroleh melalui kegiatan ini.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama, dukungan, dan
partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk narasumber yang telah berbagi
pengetahuan dan pengalaman mereka, serta peserta yang telah berkontribusi dalam
diskusi dan tanya jawab. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kami sampaikan
kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini.

Kami berharap laporan hasil kegiatan ini dapat menjadi bahan referensi yang berharga
serta memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan antikorupsi di perguruan
tinggi. Semoga upaya kami dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan
komitmen dalam melawan korupsi melalui pendidikan dapat memberikan dampak yang
positif dan berkelanjutan bagi bangsa dan negara.

Akhir kata, semoga kegiatan ini menjadi langkah awal yang bermanfaat dalam
membangun sebuah lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi dan mewujudkan
cita-cita bersama untuk mencapai tata kelola yang baik, transparan, dan bertanggung
jawab di semua lini kehidupan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Biak, 25 Juni 2023
Djamaludin, S.H., M.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi telah diperkuat dengan terbitnya
beberapa regulasi terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan
perguruan tinggi, seperti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen
Pendis) Nomor 5783 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikt) Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Kegiatan Webinar
Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi
(PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki
latar belakang yang mendasari perlunya peningkatan pemahaman dan kapasitas dosen
pengampu serta calon pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi sebagai
tindaklanjut dari regulasi PAK dan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi
PAK. Beberapa faktor latar belakang yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah
sebagai berikut:

1) Eskalasi Kasus Korupsi

Korupsi menjadi masalah serius yang terus menghantui bangsa-bangsa di seluruh
dunia, termasuk Indonesia. Korupsi memiliki dampak yang merugikan secara sosial,
ekonomi, dan politik. Untuk itu, perlu dilakukan upaya konkret dalam pencegahan
korupsi melalui pendidikan antikorupsi.

2) Pendidikan Antikorupsi sebagai Solusi

Pendidikan antikorupsi memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran, nilai-
nilai integritas, dan moralitas yang kuat dalam masyarakat. Perguruan tinggi sebagai
lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan pendidikan
antikorupsi dalam kurikulum dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada
dosen pengampu dan calon pengampu.

3) Perlunya Penguatan Kapasitas

Dalam melaksanakan tugas pengampuan di bidang pendidikan antikorupsi, dosen
pengampu dan calon pengampu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang
korupsi, mekanisme pencegahan, serta metode pengajaran yang efektif. Penguatan
kapasitas melalui kegiatan seperti webinar ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas
pengajaran dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa.

4) Komitmen KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti-korupsi di Indonesia
memiliki komitmen kuat dalam melakukan pencegahan korupsi melalui pendidikan
antikorupsi. Dengan menyelenggarakan kegiatan webinar ini, KPK berupaya
mendukung perguruan tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi
secara efektif.
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Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, Sekolah Tinggi llmu Hukum Biak-
Papua bersama dengan perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB,
dan NTT turut berpartisipasi dalam kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen
Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV. Melalui kegiatan
ini, diharapkan dosen pengampu dan calon pengampu dapat meningkatkan pemahaman,
keterampilan, dan kompetensi mereka dalam memberikan pendidikan antikorupsi kepada
mahasiswa. Dengan adanya pemahaman yang mendalam tentang korupsi, pencegahan
korupsi, dan metode pengajaran yang efektif, diharapkan para dosen pengampu dan
calon pengampu akan mampu menginspirasi mahasiswa mereka untuk menjadi generasi
yang berintegritas, transparan, dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu
Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV ini dilaksanakan dengan tujuan yang jelas dan
spesifik. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kegiatan ini:

1) Meningkatkan Pemahaman tentang Korupsi dan Pencegahannya

Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman peserta
mengenai korupsi, termasuk definisi, jenis-jenis, dan dampaknya pada masyarakat.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai strategi dan mekanisme pencegahan korupsi, baik di tingkat
individu maupun institusional.

2) Mengembangkan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu

Kegiatan ini dirancang untuk mengembangkan kapasitas dosen pengampu dan calon
pengampu dalam bidang pendidikan antikorupsi. Melalui webinar ini, peserta akan
diperkenalkan dengan berbagai metode pengajaran yang inovatif dan efektif dalam
menyampaikan materi pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa. Dengan
meningkatnya kapasitas mereka, diharapkan dosen pengampu dan calon pengampu
dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan relevan.

3) Meningkatkan Kesadaran akan Pentingnya Pendidikan Antikorupsi

Tujuan lain dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya
pendidikan antikorupsi dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan bebas
dari korupsi. Dosen pengampu dan calon pengampu diharapkan dapat menjadi agen
perubahan yang mendorong kesadaran dan partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya
pencegahan korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat.

4) Memperkuat Jaringan Kerjasama dan Kolaborasi

Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat jaringan kerjasama dan kolaborasi
antara perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.
Dengan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, perguruan
tinggi dapat saling mendukung dalam pengembangan kurikulum, penelitian, dan
program pendidikan antikorupsi.

Djamaludin. Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampn dan Calon Pengampu
Pendiditan Antikorupsi (PAK) Seri IV 2



Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, diharapkan kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas
Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di
perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT.

1.3. Peserta

Peserta dalam kegiatan ini merupakan dosen-dosen yang ada pada perguruan tinggi di
Wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT baik sebagai dosen pengampu dan
calon dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi.
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BAB II
LAPORAN KEGIATAN

2.1. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan daring melalui media aplikasi zoom virtual
dan live youtube mengingat banyaknya jumlah peserta dan luasnya cakupan wilayah
serta kondisi pandemi covid-19.

2.2. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, tanggal Rabu - Kamis, 21 — 22 Juni 2023

Waktu 08.30 - 12.30

WITA Tempat Zoom Webinar

Peserta Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah  Pendidikan
Antikorupsi dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata
Kuliah Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya.

2.3. Jadwal kegiatan

Penguatan Kapasian Dosen Pengampu atau Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi

Hari Ke-1 (21 Juni 2023)

No Waktu (Dalam  Durasi Kegiatan Pengisi
WITA)

7 08.30-08.40 10° Pembukaan oleh moderator Panitia KPK

2 08.40-09.00 20° Pembacaan peraturan peserta Moderator

3 09.00-10.30 [0} Pemaparan Materi 1: Aida Ratna Zulaiha (Dir.
Strategi dan Arah Kebijakan KPK Jejaring Pendidikan
dalam pendidikan Anti Korupsi KPK)

4 10.30-12.30 120° Pemaparan Materi 2: Prof. Nanang T. Puspito
Implementasi Pendidikan (Dosen ITB)
Antikorupsi pada Pembelajaran

5 12.30-12.35 5 Penutupan Panitia KPK

Hari Ke-2 (26 Mei 2023)

7 08.30-08.35 5’ Pembukaan oleh Moderator Panitia KPK

2 08.35-10.35 120° Pemaparan Materi 3: Pengenalan Gandjar Laksamana
Tindak Pidana Korupsi Bonaprapta (Dosen Ul)

3 10.35-12.35 120° Pemaparan Materi 4: Psikologi Niniek L. Karim
Komunikasi dalam Proses (Psikolog, Dosen Ul)
Pembelajaran Antikorupsi

4 12.35-12.40 15° Pengumuman dan Penutupan Panitia KPK
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2.4. Rangkuman Materi

1) Pemaparan Materi1 : Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam pendidikan Anti
Korupsi

Narasumber : Aida Ratna Zulaiha (Direktur Jejaring Pendidikan KPK)

Deskripsi Singkat Materi

Materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi memberikan
wawasan tentang upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
dalam memperkuat pendidikan antikorupsi di Indonesia. Dalam materi ini, Dir. Jejaring
Pendidikan KPK menjelaskan tentang strategi yang diadopsi oleh KPK dalam
membangun pendidikan anti korupsi. Peserta akan diperkenalkan dengan berbagai
program, kegiatan, dan inisiatif yang dilakukan oleh KPK dalam rangka
mempromosikan integritas dan pencegahan korupsi melalui pendidikan.

Narasumber akan menguraikan komitmen KPK dalam memperkuat kerjasama
dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dalam melaksanakan
pendidikan antikorupsi. Peserta juga akan diberikan informasi tentang arah kebijakan
KPK dalam pengembangan kurikulum, pelatihan dosen, dan pengembangan sumber
daya manusia di bidang pendidikan antikorupsi. Selama sesi ini, peserta akan
mendapatkan pemahaman tentang pentingnya sinergi antara KPK dan lembaga
pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Narasumber akan
menjelaskan  berbagai  strategi yang dapat diimplementasikan  dalam
mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan kegiatan akademik
lainnya. Materi ini juga akan membahas upaya KPK dalam meningkatkan kapasitas
dosen pengampu dan calon pengampu dalam mengajar pendidikan antikorupsi
secara efektif. Peserta akan diberikan wawasan tentang pelatihan, bahan ajar, dan
sumber daya yang disediakan oleh KPK untuk mendukung dosen dalam
mengembangkan kemampuan dan kompetensi mereka dalam pendidikan antikorupsi.

Materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan anti korupsi
bertujuan untuk menginspirasi peserta dalam berperan aktif dalam pendidikan
antikorupsi, membangun jejaring kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi dan
KPK, serta mendorong implementasi praktik terbaik dalam upaya pencegahan
korupsi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang strategi dan arah kebijakan KPK
dalam pendidikan anti korupsi, peserta diharapkan dapat mengambil langkah-langkah
konkret untuk mewujudkan pendidikan yang berintegritas, melahirkan generasi yang
peduli terhadap upaya pencegahan korupsi, dan memberikan sumbangan nyata
dalam membangun tata kelola yang baik di Indonesia.
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2) Pemaparan Materi2 : Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran

Narasumber :  Prof. Nanang T. Puspito (Dosen ITB)

Deskripsi Singkat Materi

Materi implementasi pendidikan anti korupsi pada pembelajaran memberikan
gambaran tentang bagaimana memadukan konsep pendidikan antikorupsi ke dalam
proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pada sesi ini, Prof. Nanang T. Puspito
(Dosen ITB) akan menjelaskan strategi dan praktik terbaik dalam
mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dan pembelajaran
sehari-hari. Narasumber akan membahas pentingnya pendekatan terintegrasi dalam
mengajar pendidikan antikorupsi, termasuk penggunaan metode, teknik, dan sumber
daya yang relevan untuk memfasilitasi pemahaman dan kesadaran peserta didik
tentang korupsi serta upaya pencegahan korupsi.

Selama sesi ini, peserta akan diperkenalkan dengan berbagai contoh
pengajaran yang inovatif dan interaktif, seperti studi kasus, simulasi, permainan peran,
diskusi kelompok, atau proyek komunitas, yang dapat membangun pemahaman yang
lebih baik tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas. Narasumber juga akan
membahas tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan
pendidikan anti korupsi pada pembelajaran, serta memberikan strategi untuk
mengatasi hambatan tersebut. Peserta akan diberikan panduan praktis tentang
bagaimana mengadaptasi materi, metode, dan evaluasi pembelajaran yang relevan
dengan pendidikan antikorupsi.

Materi ini juga akan menyoroti peran dosen sebagai fasilitator dan mentor
dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung nilai-nilai integritas
dan etika. Peserta akan mendapatkan wawasan tentang pentingnya contoh teladan,
komunikasi yang efektif, dan penerapan keadilan dan transparansi dalam interaksi
dengan mahasiswa. Materi implementasi pendidikan anti korupsi pada pembelajaran
bertujuan untuk memberikan ide dan inspirasi kepada peserta dalam merancang dan
mengimplementasikan kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang mempromosikan
pemahaman yang mendalam tentang korupsi, kesadaran akan bahayanya, serta
komitmen untuk mencegahnya. Dengan pengetahuan yang diperoleh dari materi ini,
peserta diharapkan mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang inovatif,
memotivasi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam pencegahan korupsi,
dan menciptakan suasana belajar yang berintegritas di lingkungan akademik mereka.
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3) Pemaparan Materi3 : Pengenalan Tindak Pidana Korupsi
Narasumber : Gandjar Laksamana Bonaprapta (Dosen Ul)

Deskripsi Singkat Materi

Materi pengenalan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam
kegiatan webinar ini. Pada sesi ini, Gandjar Laksamana Bonaprapta (Dosen Ul)
memberikan pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi, yang menjadi
permasalahan serius di banyak negara termasuk Indonesia. Dalam materi ini, peserta
diperkenalkan dengan konsep dasar tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis-
jenis tindak pidana korupsi, dan modus operandi yang umum dilakukan. Selain itu,
akan dibahas pula aspek hukum dan peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi
di Indonesia. Narasumber akan menguraikan contoh-contoh kasus nyata tindak
pidana korupsi baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga peserta dapat
memahami secara praktis dampak dan konsekuensi dari tindak pidana korupsi
terhadap negara dan masyarakat. Selama sesi ini, peserta akan diajak untuk
memahami pentingnya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dalam
membangun tata kelola yang baik dan menciptakan lingkungan yang bebas dari
korupsi. Narasumber juga akan membahas upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak
berwenang, termasuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam
memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Materi pengenalan tindak pidana korupsi bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran peserta akan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat dan negara akibat
tindak pidana korupsi. Peserta diharapkan mampu memahami pentingnya peran
mereka sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi dan dapat menerapkan
pengetahuan ini dalam aktivitas akademik dan profesional mereka. Dengan
pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana korupsi, peserta diharapkan dapat
menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi, mempromosikan integritas, dan
membangun budaya antikorupsi di perguruan tinggi dan lingkungan sekitar mereka.
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4) Pemaparan Materi4 : Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran
Antikorupsi

Narasumber : Niniek L. Karim (Psikolog, Dosen Ul)

Deskripsi Singkat Materi

Materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi memberikan
pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam memfasilitasi
pemahaman dan penerapan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada
sesi ini, Niniek L. Karim (Psikolog, Dosen Ul) akan membahas konsep dan strateqi
komunikasi yang relevan dalam konteks pendidikan antikorupsi. Narasumber akan
menjelaskan tentang psikologi komunikasi dan bagaimana penerapannya dapat
membantu dalam membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang bertanggung jawab dan
berintegritas. Peserta akan diperkenalkan dengan berbagai teori komunikasi yang
dapat digunakan untuk memahami dan mempengaruhi persepsi, motivasi, dan sikap
peserta didik terhadap korupsi.

Selama sesi ini, peserta akan mempelajari strategi komunikasi yang efektif,
seperti pendekatan persuasif, penggunaan bahasa yang tepat, penggunaan contoh
kasus nyata, atau penggunaan teknologi komunikasi yang relevan, dalam rangka
mengubah sikap dan perilaku peserta didik terhadap korupsi. Narasumber juga akan
membahas teknik komunikasi yang dapat digunakan dalam memfasilitasi diskusi dan
kolaborasi dalam proses pembelajaran antikorupsi. Peserta akan diberikan wawasan
tentang pengelolaan konflik, pemberian umpan balik yang konstruktif, dan
penggunaan komunikasi nonverbal yang efektif dalam menghadapi situasi
pembelajaran yang kompleks. Materi ini juga akan menyoroti pentingnya pendekatan
yang sensitif terhadap konteks budaya, nilai, dan norma sosial dalam proses
komunikasi pembelajaran antikorupsi. Peserta akan diberikan panduan tentang
bagaimana menyampaikan pesan antikorupsi dengan menghormati keanekaragaman
budaya dan mempertimbangkan konteks lokal.

Materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi bertujuan
untuk memberikan peserta pemahaman tentang bagaimana komunikasi yang efektif
dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku dalam konteks antikorupsi. Dengan
pengetahuan ini, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan
komunikasi yang lebih baik, mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan
memperkuat proses pembelajaran antikorupsi di lingkungan akademik mereka.
Melalui penerapan psikologi komunikasi yang tepat, peserta didik akan lebih mampu
menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi, memahami pentingnya integritas, dan terlibat
dalam upaya pencegahan korupsi secara aktif di masyarakat.

Djamaludin. Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampn dan Calon Pengampu
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3.1. Kesimpulan

Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan
Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) telah sukses dilaksanakan. Melalui kegiatan ini, para peserta dari perguruan tinggi
wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT mendapatkan pemahaman yang
mendalam mengenai strategi, implementasi, dan pentingnya pendidikan antikorupsi.
Dalam sesi pengenalan tindak pidana korupsi, peserta memperoleh wawasan tentang
definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, serta memahami dampak negatif yang
ditimbulkannya. Materi tersebut memicu kesadaran peserta tentang pentingnya
pencegahan dan penindakan terhadap korupsi sebagai upaya membangun tata kelola
yang baik. Selanjutnya, materi strategi dan arah kebijakan KPK dalam pendidikan
antikorupsi  memberikan gambaran tentang komitmen KPK dalam memperkuat
pendidikan antikorupsi di Indonesia. Peserta menjadi lebih paham mengenai peran
mereka sebagai pendidik dalam mempromosikan integritas, dan mendapatkan informasi
mengenai program dan kerjasama yang dapat dilakukan dengan KPK. Materi
implementasi pendidikan antikorupsi pada pembelajaran memberikan contoh-contoh
praktik terbaik dalam mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan
pembelajaran sehari-hari. Dosen pengampu dan calon pengampu mendapatkan ide dan
strategi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang membangun pemahaman dan
kesadaran peserta didik tentang pentingnya integritas dan pencegahan korupsi.

Terakhir, materi psikologi komunikasi dalam proses pembelajaran antikorupsi
memberikan wawasan tentang pentingnya komunikasi yang efektif dalam mempengaruhi
sikap, nilai, dan perilaku peserta didik. Peserta diberikan panduan dalam menggunakan
strategi komunikasi yang tepat dan sensitif terhadap konteks budaya dalam proses
pembelajaran antikorupsi. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi
yang signifikan dalam penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi wilayah
Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB, dan NTT. Para peserta, baik dosen pengampu
maupun calon pengampu, diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan
keterampilan yang mereka peroleh dalam upaya mencegah korupsi dan membangun
masyarakat yang berintegritas. Kami berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) atas inisiatif dan dedikasinya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kami
juga mengapresiasi narasumber dan moderator yang telah memberikan kontribusi
berharga dalam membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka. Semoga kegiatan
ini menjadi langkah awal yang mendorong perubahan nyata dalam pendidikan antikorupsi
di perguruan tinggi dan masyarakat secara luas. Terima kasih kepada seluruh peserta
yang telah aktif berpartisipasi, berbagi, dan saling belajar dalam kegiatan ini. Mari kita
bersama-sama melanjutkan komitmen kita dalam melawan korupsi dan membangun
masa depan yang lebih baik.
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3.2. Saran

Berdasarkan kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon
Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV yang diselenggarakan oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1)

Melanjutkan Kolaborasi: Penting untuk menjaga dan melanjutkan kolaborasi antara
KPK dan perguruan tinggi dalam menguatkan pendidikan antikorupsi. Kegiatan
serupa dapat diadakan secara rutin atau dalam bentuk workshop, diskusi, atau
pertemuan berkala guna memperkuat kerjasama, berbagi pengetahuan, dan
mengembangkan strategi yang lebih efektif.

Meningkatkan Difusi Informasi: Selain melalui kegiatan webinar, disarankan untuk
meningkatkan difusi informasi tentang pendidikan antikorupsi melalui berbagai media
dan platform, seperti publikasi ilmiah, seminar, konferensi, dan media sosial. Hal ini
akan membantu menjangkau lebih banyak peserta dan memperluas dampaknya
dalam masyarakat.

Pemberdayaan Dosen dan Calon Pengampu: Selanjutnya, perlu dilakukan upaya yang
berkelanjutan dalam pemberdayaan dosen pengampu dan calon pengampu dalam
bidang pendidikan antikorupsi. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan,
pengembangan kurikulum, akses ke sumber daya dan literatur terkini, serta
mendukung pengembangan modul dan materi pendidikan antikorupsi yang relevan.

Integrasi dalam Kurikulum: Disarankan untuk mengupayakan integrasi pendidikan
antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi secara menyeluruh. Dalam proses
pengembangan kurikulum, nilai-nilai integritas, etika, dan pencegahan korupsi harus
diperhatikan dan terintegrasi ke dalam berbagai program studi, baik dalam mata
pelajaran khusus maupun melalui pendekatan lintas-mata kuliah.

Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
implementasi pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Hal ini dapat dilakukan
melalui pengumpulan data, pengukuran dampak, dan penggunaan indikator yang
relevan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pendidikan antikorupsi
yang dilakukan.

Pelibatan Mahasiswa: Libatkan mahasiswa secara aktif dalam upaya pencegahan
korupsi. Dukung inisiatif mahasiswa dalam mengadakan kegiatan dan kampanye
antikorupsi di kampus dan masyarakat sekitar. Mahasiswa dapat menjadi agen
perubahan yang kuat dan memiliki potensi besar dalam membangun budaya
antikorupsi.

Pengembangan Jaringan: Mendorong pengembangan jaringan antara perguruan
tinggi dan lembaga antikorupsi lainnya baik di tingkat regional, nasional, maupun
internasional. Kerjasama lintas lembaga dapat memperkuat pertukaran pengetahuan,
sumber daya, dan praktik terbaik dalam pendidikan antikorupsi.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kegiatan penguatan

kapasitas dosen pengampu dan calon pengampu pendidikan antikorupsi dapat
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memberikan dampak yang lebih besar dalam mencegah dan memerangi korupsi serta
membangun generasi yang berintegritas di Indonesia.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI

WILAYAH X1V
Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Biak Kode Pos 98112
Telepon (0981) 26508 Faksimile (0981) 26508
Laman lldikti14.kemdikbud.go.id Pos el - lldikti14.kemdikbud.com

Nomor . 0504/LL14/TU.00.01/2023 19 Juni 2023
Lampiran : 1 dokumen
Hal : Undangan
Yth.
1. Rektor Universitas Cenderawasih
2. Rektor Universitas Papua
3. Rektor Universitas Musamaus Merauke
4. Rektor ISBI Tanah Papua
5. Direktur Politeknik Negeri Fak-Fak
6. Rektor/KetuaDirektur Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta

di—
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor UND/873/DKM.00.01/80-82/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, bersama ini kami mohon Pimpinan Perguruan
Swasta di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV untuk dapat mengikuti kegiatan
tersebut dengan rincian dalam lampiran surat ini;

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala

Suriel S Mofu
NIP. 197107221996011003

Tembusan:
1. Surat Deputi Pendidikan dan Peran Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Arsip
- Catatan :
4 ) | Balal
l'd) Sertifikasi 1. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumnen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.”
WY | Elektronik 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : UND/873/DKM.00.01/80-82/06/2023 06 Juni 2023
Sifat . Biasa

Lampiran :  Satu Lembar

Hal . Tindak Lanjut Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Yth. Kepala LLDIKTI Wilayah XIV
di tempat

Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan tinggi telah diperkuat dengan terbitnya beberapa
regulasi terkait implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) di lingkungan perguruan tinggi, seperti
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 5783 Tahun 2019 tentang
Pedoman Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun 2019, dan
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 33 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Sebagai tindaklanjut dari regulasi
PAK dan dalam rangka meningkatkan efektifitas implementasi PAK, Direktorat Jejaring Pendidikan
berencana melaksanakan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu
Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (untuk perguruan tinggi wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB
dan NTT), sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kapasitas bagi para dosen yang akan mengampu
Pendidikan Antikorupsi, baik dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah Umum (MKU),
dan mata kuliah relevan lainnya. Kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu - Kamis, 21 — 22 Juni 2023

Waktu :08.30 — 12.30 WITA

Tempat : Zoom Webinar (tautan disampaikan setelah mendaftar)

Peserta : Dosen Pengampu/Calon Pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi

dalam bentuk mata kuliah mandiri atau sisipan pada Mata Kuliah
Umum (MKU), dan mata kuliah relevan lainnya.

Selanjutnya, KPK mengharapkan kolaborasi dan dukungan LLDIKTI Wilayah XIV dalam pelaksanaan
kegiatan tersebut. Kami mohon Kepala LLDIKTI Wilayah XIV berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi (negeri
dan swasta) untuk mengutus peserta minimal dua orang dari tiap-tiap perguruan tinggi dengan ketentuan
tersebut di atas (diprioritaskan dosen yang belum pernah mengikuti kegiatan). Para peserta wajib melakukan
pendaftaran melalui: https://bit.ly/antikorupsi-seri-4 untuk mendapatkan tautan pelaksanaan kegiatan.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Spesialis Direktorat Jejaring Pendidikan KPK
melalui Sdri. Siti Patimah pada nomor ponsel: 0877-4440-9224 atau surel: siti.patimah@kpk.go.id, atau Sdri.
Kurnia Puspita Sari pada homor ponsel: 0812-9444-7389 atau surel: kurnia.sari@kpk.go.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami
ucapkan terimakasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,

Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana
Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek
3. Inspektur KPK

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 http://www.kpk.go.id
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Lampiran Surat 1

Nomor : UND/873/DKM.00.01/80-
82/06/2023
Tanggal : 06 Juni 2023

Susunan Kegiatan Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan Calon Pengampu Pendidikan

Antikorupsi

Hari Ke-1 (21 Juni 2023)
No Waktu (WITA)
1 08.30-08.40 10’
2 08.40 - 08.50 10

3 08.50 - 09.00 10

4 09.00-10.30 90

5 10.30-12.30 120

6 12.30-12.35 5'
Hari Ke-2 (22 Juni 2023)
1 08.30-08.35 5’

2 08.35-10.35 120

3 10.35-12.35

4 12.35-1245 10

Durasi

120’

Kegiatan
Pembukaan oleh Moderator
Pembukaan oleh Deputi Dikmas

Pembacaan peraturan peserta

Pemaparan Materi 1:

Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam
Pendidikan Antikorupsi

Pemaparan Materi 2;

Implementasi Pendidikan Antikorupsi
pada Pembelajaran

Penutupan

Pembukaan oleh Moderator

Pemaparan Materi 3:

Pengenalan Tindak Pidana Korupsi
Pemaparan Materi 4:

Psikologi Komunikasi dalam Proses
Pembelajaran Antikorupsi

Pengumuman dan Penutupan

Pengisi
Panitia KPK
Deputi Dikmas

Moderator

Dir. Jejaring Pendidikan
KPK

Dosen Praktisi
Pendidikan Antikorupsi

Panitia KPK

Panitia KPK

Dosen/Praktisi Hukum

Dosen/Praktisi Psikologi

Panitia KPK

Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
Komisi Pemberantasan Korupsi

Dokumen ini ditandatangani secara digital

Wawan Wardiana
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SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
SK. MENDIKNAS RI NO.36/D/0/2005 TANGGAL 8 APRIL 2005

JL. Petrus Kafiar Biak (Belakang RSUD/PT.BIP) Brambaken, Samofa, Biak Numfor, Papua 9811 9

o
(0981 29m909 BN stihbiakac.id ﬂD stihbiak@gmail.com )ad

SURAT TUGAS
Nomor: 108/STIH-BP/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Anthonius Diance, S.H.,M.H.
NIDK : 8958910021
Jabatan : Wakil Ketua 1

Dengan ini memberikan Tugas dan Tanggungjawab kepada:

Nama : Djamaludin, S.H.,M.H.
NIDN : 1406059401
Jabatan : Dosen Tetap Yayasan

Untuk ikut dalam kegiatan Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu dan
Calon Pengampu Pendidikan Antikorupsi (PAK) Seri IV (untuk perguruan tinggi
wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB dan NTT). Yang dilaksanakan pada Hari
Rabu-Kamis, 21-22 Juni 2023 melalui via zoom dan live youtube.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung
jawab dan setelah selesai mengikuti kegiatan di mohon untuk menyampaikan laporan
secara tertulis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

STRATEGI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DAN ARAH KEBLJAKAN KPK

Aida Ratna Aulaiha
Orektur Jejaring Pendidikan
Komis Penberantasan Korupsi
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Indeks Persepst Korupsl - Risko

Menunjukkan penilaian responden terhadap risiko
korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan

Transparency International
w.ﬁ"_vm
Skor IPK tinggi menunjukkan bahwa negara tersebut memiiki risiko

kejadian korupsi yang rendah, sebaliknya skor IPK rendah
menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadi

yang tinggi.
Beberapa Nilai IPK Negara ASEAN
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Sumber: Transparency International Indonesia
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Sebagian Realita Integritas Pendidikan - INTEGRITAS
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Pendidikan News = Lifestyle = Pilkada New Normal Pilar  Cek Fakta

News Pendidikan Cerita Guru Inspirasi Pendi

Terindikasi Curang, 510 Peserta
UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Pendidikan BRUTEK B SNMPTM/SEMPTM 2020
Im Pengumuman SEMPTN 2020

IInam Pratama Putra * 14 Agustus 2020 16:38 A+ A- @ n

Jakarta: Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT] mendiskualifikasi 510
peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer-5Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (UTBK-SBMPTM) 2020. Kepesertaan peserta tersebut digugurkan, akibat

terindikasi melakukan kecurangan saat UTBK.

"Bahwa pada kesempatan ini ada beberapa peserta, mohon maaf yang harus kita
disfikualifikasi. Secara total ada 510 peserta yang didiskualifikasi,” kata Ketua Tim
Pelaksana LTMPT, Mohammad Nasih, dalam Kenferensi Pers Daring
Pengumuman SBMPTN 2020, Jumat, 14 Agustus 2020.
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Home Trending Video Collection Krispi Peringkat Penulis News

4Akadem|5| Tanah Air yang Terjerat
Kasus Plagiarisme

. ! kumparanNEWS &
W  Konten Redzksi kumparsn

Kasus plagiarisme tak henti-hentinya mencoreng nama baik dunia
pendidikan Indonesia. Terbaru, Ombudsman BRI menemukan

https://www.medcom.id/pendidikan/news

-pendidikan/xkEYW39k-terindikasi-

curang-510-peserta-utbk-sbmptn-

didiskualifikasi

Di antaranya terdapat Rektor PTN, PTS,
dosen, juga mahasiswa S3 saat
menyusun disertasinya
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STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPS]  cerAntikorups!

Tidak ingin korups
PENDIDIKAN
(menbangun nilai)

Tidak bisa korups
PENCEGAHAN

(perbaikan sisterm)

PARTISIPASI PUBLIK '

Takut untuk korups
PENNDAKAN
(efek jera)



PENDIDIKAN NASIONAL comranikorups’

UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana VISI
belajar dan proses perrbelajaran agar peserta didik secara aktif Terwujudnya sistempendidikan sebagai pranata sosial yang kuat
mengenbangkan patensi dirinya untuk meriliki kekuatan spiritual dan berwibawa untuk memberdayakan senua warga negara
keagamaan, pengendalian dini, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta Indonesia berkerrbang menjadi manusia yang berlaalitas sehingga
keteranmpilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara manpu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu
berubah
Pendidikan
Antikorupsi
12...
3. Meningkatkan kesiapan mesukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptinalkan Inplementasi Pendidikan Antikorupsi
pebentukan kepribadian yang bermoral; y | pada dasarmya adalah peningkatan
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntahilitas lenbaga pendidikan sebagai pusat e tal e T
pebudayaan ilnu pengetahuan, keteranmilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan Iitas _ _a anakaa _ n _
standar nasional dan global; sector pendidikan yang berintegntas

9. Menberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
prinsip atonomi dalamkonteks Negara Kesatuan Republik Indonesia




KPK STRATES PENDIDIKAN ANTTKORLPS! FORMAL. e tfantikorups’

Sikap dan Perilaku Antikorupsi Peserta Didik
*  Integritas Sektor Pendidikan

Regulasi PAK pada Pendiidikan Formal
Praktik baik PAK di daerah

Program kolaboratif PAK

Inovasi PAK

55

Insersi PAK Perrbangunan Integritas Perrberdayaan
Kurikulum Ekosistem Pendidikan Je'ariw Pendidika
pada idli j icl

KEGIATAN

*  SranasPAK ¢ Indeks Integritas Pendidikan * Festival Integritas Sekolahy/Kanpus

» Advokas Regulasi PAK = Monitoring dan Bvaluasi PAK » Materi Pendidikan Antikorups

* Hldat Pgect PAK  TOI, Penguatan kapasitas Jejaring Kerjasama Inplementasi dan Bvaluasi
Pendidikan PAK dll



KPK comeredAntikorupsh
i e LOGICAL FRAMEWORK PAK

Program Output Outcome (3-5 tahun} Impact (5-10 tahun)

—N— A -~ —N— . B

Insersi Materi Kesiapan substansi, instrumen,
Pendidikan model pembinaan, dan
Antikorupsi evaluasi. Meningkatnya angka
Insersi PAK sudah persepsi korupsi.
dilakukan di setiap
Membangun Kesiapan model pembangunan jenjang pendidikan. - xi?;Sfuka:?V:szigaku
Integritas integritas ekosistem dan sistem Interitas didik PsIP
Ekosistemn pendukungnya. ekosistem <udah
terbentuk untuk - Meningkatnya
mendukung PAK. integritas ekosistem
i endidikan untuk PAK.
venberdaion |- SRR p
Jejaring Pendidikan P PoICENg

jejaring pendidikan.
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=== PENDIDIKAN ANTIKORUPSI OLEH KPK

Pendidikan Anak
Usia Dini /
Berbasis

Pendidikan D
Menengah

Masyarakat Umum

(Private Sector, APH,
K/L/O/P, Community
Development, Sektor Politik,

h----

|
e




KPK coerei ik orupsh

PRINSP KPK DALAM PEN]I]ANI'II‘(RPSI — STRANAS PAK




KPK = Pencapaian Pendidikan Antikorupsi T T—

1 )Regulasi/Kebijakan

(3) Ekosistem 2

|
|
|
|
|/~ PesertaDidik ) . FenyelenggaraNegara |
|

(3) Ekosistem 1 . Kesadaran (dernand side)
: v Tidok Korupsi
* Slkap - BERINTEGRITAS  -Arikarups
KURIKULUM PENDIDIKAN « Perilaku A Melaparn Krups
dilengkapi ' Warga Negara
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI : \_ANTIKORUPSE /& (su;,ysige) -
| ‘j
| -
I | I.
L e - — - N ——— == I —
KPK

Penganpu kebijakan: Frpinan Orangtua
Kementerian, BAN Dosen, Guru Masyarakat




KPK (1) KEBIJAKAN/REGULASI oKty :
—— PENDIDIKAN ANTIKORUPSI D s or s

PENDIDIKAN TINGGI

REGULAS|I PEMANGKU KEBIJAKAN p/ KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI 1
v Kewajiban Implementasi PAK Peraturan Rektor, SOP JINTIN—
Metode Implementasi PAK, dll Pokja _ _
Program Antikorupsi



RONTITMENDANERENTANA AKSI KPK.
IRIEMERIISERPNTIDIKAN ANTIKORUPSI

Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorups Menghasilkan Komitrmen dan Rencana Aks
> | I ! “Inplementas Pendidikan Karakter dan
11 - 12 Deserber 2018 ) o

Ditandatangani oleh:



KOMITMEN DAN RENCANA AKSI

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

=

B

Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi

Kementerian Dalam Negeri

KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP

PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting
dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan

bangsa Indonesia;

2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta
mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya
integritas yang ideal di lingkungan pendidikan; dan

3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk
mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan

yang bersih dan baik.

Jakarta, 11 Desember 2018

Kementerian Agama

Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

@ 2

=

Menteri Agama

® i

Lk Hada Smfmm/

E)

Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tingg

- .l‘/\/'}.‘v.x__,a_L

-

Menteri Dalam Negeri

"N\ KPK

v

Pimpinan KPK

. / /
N Zr e —

—

Komisi Pemberantasan Korups|

Kementerian Pendidikan dan Komisi Pemberantasan
Kebudayaan Korupsi

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI
PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, SELAKU PENANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BERSAMA-SAMA BERKOMITMEN UNTUK :

Menyusun kebijakan yg mewajibkan pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi

di kurikulum setiap jenjang pendidikan selambat-lambatnya bulan Juni tahun 2019;

Menyusun dan mendistribusikan materi pembelajaran yang memuat nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya

Antikorupsi di setiap jenjang Pendidikan;

Melakukan pendampingan pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi bagi satuan pendidikan;

Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sumber daya lainnya, serta satuan khusus / pokja yang memadai

dalam realisasi rencana aksi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;

Menyusun dan melaksanakan kebijakan yang mendukung efektivitas pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan

Budaya Antikorupsi;

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi

dan penerapan Tata Kelola Pendidikan yang bersih dan Baik;

Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi nilai-nilai Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta

penerapan Tata Kelola yang Bersih dan Baik di setiap jenjang Pendidikan;

Mendorong Tata Kelola Pendidikan Yang Bersih dan Baik melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS): dan

Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui

portal-portal informasi, antara lain melalui platform JAGA-KPK.

Jakarta, 11 Desember 2018

MEMENTERIAN PINGIDICAN DAN LISUSATARN surrrdy acama
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REGULASI IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI
PEMANGKU KEBIJAKAN

Permennistekdikti No 33 Tahun 2019
Kepdirjen Okti No. 84 Tahun 2020

Keprendikbud No. 754//2020

By  Kepdirjenpendis Nb 5783 Tahun 2019

Kepmenkes Nomor HK02.02/Menkes/287/2014
........ " Keputusan Kepala BPPSCMKesehatan NoHK02.02/1/0182/2020

Keputusan Kepala BRIOM Kelautan dan Perikanan Nomor 73/ Per-
{@J ERSOM/2019

g Peraturan Kepala BPSOM Perhubungan Normor PK01/BPSDM-2019

.’) Surat Edaran Kepala BPSIM Industri Nomor 1251/BPSDMA/2019



Komisi Pemberantasan Korupsi

Gé'?ews'i'nnﬁkorupsi

REGULAS| IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI
KEBIJAKAN PERGURUAN TINGGI

KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR rgg;l }[’r(z}lﬁlo BALI
h . / P-
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor: 0752 /J/Um/VIIKI
NOMOR : 003/SK/11.AIPP(2013 Tentang s
Tim Pelaksana P Pendidikan Antikorupsi Berbasis Tri Kaya Parisuddha
TEHTANG e IKIP PGRI Bali TAHUN 2019

TIM PENGAMPU MATAKULIAH KU4079 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR : 387/UN14.1.11.PP2014
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI

REKTOR UNIVERSITAS KADIRI - . - r . &N
Nomor-0'8 /SEK/TV/2021 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

tentang
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN ANTI INTOLERANSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KADIRI
REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

KEPUTUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
JI. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215 NOMGE + 205/ KR/ 2018
Email : umsida@umsida.ac.id | wwwumsida.ac.id TENTANG
_ e PENGANGKATAN KEPALA PUSAT LAYANAN PENGEMBANGAN KAPASITAS, LEGAL
SURAT i_xF.Pl:TUSAN REK_TOR DRAFTING DAN ANTI KORUPSI PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
Nomor: D7 /11.3.AU/02.00/B/KEP/TX/2020 MASYARAKAT UNIVERSITAS NUSA CENDANA
Tentang

INTEGRASI MATERI TOLERANSI, ANTI-KEKERASAN SEKSUAL, ANTI-
PERUNDUNGAN DAN ANTI-KORUPSI KE DALAM MATA KULIAH WAJIB
UMUM (MKWU)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SALINAN : NOMOR : 237 /UN7.3.1/HK/2016

TENTANG

PENGANGEKATAN PENGURUS DAN PENETAPAN NAMA PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2016

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 698/UN14.1.11/HK.00.02/2016
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN
KULIAH UMUM “MENGEMBANGEKAN BUDAYA ANTI KORUPSI DI PERGURUAN
TINGGI" FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
Nomor : 396/R/B.2/UNIBA/VIII/202 \

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, ANTI INTOLERANSI, ANTI NARKOBA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI



KPK (2) KURIKULUM OKitq

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI Generacilintikorupst
‘ PENDIDIKAN TINGGI ‘

Pengetahuan
Sikap
Perilaku

'\ I'

INTEGRAS| PADA MATA KULIAH MATA KULIAH MANDIRI

Materi Korupsi: TPK, Dampak Korupsi, dsb



Kerja keras

Sederhana
INTEGRITAS
Kesatuan antara apa yang dipikirkan, dikatakan, dan
dilakukan dengan dilandasi nilai-nilai

alaja Intngras
g Tokah BIISE

Berani
Mandiri

e

Hoegeng Iman
Santoso

PANTANG TERIMA
PEMBERIAN KARENA
JABATAN.

Segals sesuaiu harus sesuai peruntukannys
Mobil dings hanya Untuk keperluan dinas,
tak beleh untuk kepantingan priladi,

Fasili‘as Bagl Baharuddin Lopa,

Hu prinzip yang sangat mendaszar.

Buka n Hu sebabnya, dia melarang istri dan
i Eetujub anaknya menggunakan mobil dinas
M |l| k urituk keperdiean sshari-hari,
Pribadi
KONFLIK KEPENTINGAN GRATIFIKKASI
e - Berhubungan dengan jabatan Contoh: @
2 . a4 & - Menentukan sendiri - Bersifal tanam budi Pengusaha memberi hadiah
Menerima gratifikasi e Informasi rahasia T i + Tidak membulubkan vouster balanis kegada PHS semm
) o g [ L= kesepakatan karena merasa terbantu dalar
penqurusan perizinan e
0 o Kejujuran
tidak Bidn diajarken,
tapi bite dihidupian,

Warena i1 sudan dinstal

Contoh: aleh Alish SWT, hoti * '
Penausaha menyuap pejabat G e ’
Peranakapan jabatan Akses ki mrklnlah untuk mendapatkan k,?;“;:;:km,: ;;:9:" /
i e pranry e vk vkBih >
2 | PEMERASAN - Artidjo Alkastar - r Y X
= Ada permintaan sepihak -
& = , S peneri (paiabat erusak pasar, harga, & Meruntuhkan Menurunkan kualitas KEMISKINAN
+ Penyalahgunaan kuasa T o B )ersaingan usaha yang hukum hidup / p_embangunan , B TR
g ) ! ; .t berkelanjutan i o
Akar Masalah Korups PL AG |
E— e - Pada PRI | ' i
T o Adalah ' -
R abmant e, [ N o7 -
- ?j ai i 0 ———
e —_ AN ——
EENIEL T\NGGIN;.#\EAK,IOE;‘L:?g:ADA PBJ - i
e n = —g_%" = Merusak proses Pelanggaran hak Menyebabkan
e o e demokrasi asasi manusia kejahatan lain
e e Ee Tl T o ) berkembang

{aknum)
perencanaan tidak
berintegritas

tidak

[koruptif dan
e

penyedia/vendor bersifat reakeif,
7. Satem screening i | ik proksit STRATEG
| KAMPANYE
2. Int elemahan %

eksternal dim 3 ja

o) coses pemilinn F

perencanaan tida i
jtecriins Iy [
(24 ' l@:ﬁm JBT Photo
)

Berlaku

Ko R U P S I : I;'e'”;‘“ﬂ:]‘ﬂ" ah perbuatan melawan hukum dengan r
® ukum Yang . in (p ;

KERUGIAN KEUANGAN @ KONFLIK
orupsi S cuAP-MENvIAP B e p s
dlrumUSKan dalam m‘jmn Ps 501 akc Ps 13, Ps, 5021 Ps 12 alx FMMRN \
30 jenis tipikor, dan e B0 Fe B B Pasal 12 hun

dikelompokkan
menjadi 7 jenis
besar.

-4 y - ﬁ PENGGELAPAN

M N
- g e

GRATIFIKASI

Pasal 128 jo Pasal 120

Jenis Tipikor (UU @ PEMERASAN
No.31/1999 Jo.UU T TR | Metirangi proses
No.20/2001)

. . L il 2Keterangan kek
FEWTAN - |/ ] YAMG BERKAITAN !mmng:: n\z:gn
/ 4 BENGAN KORUPH 2 xetarangan patsu
CURANG - Eidentitas pelapor
P 7 1) huraf alb.c.e: Ps 7 (21 Ps 12 hurut h P

DAMPAK KORUPSI

Menurut United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) / UU no. 7 Tahun 2006




PENERIMAAN PESERTA DIDIK

PEMBELAJARAN

AKADEMIK

S

PENELITIAN/
PENGABDIAN MAS

KELULUSAN
Ekosistem 2 (Tata kelola <osistem 1
' pendidikan), APX ZU/8 ADMINISTRASI KEPENDIDIKAN vy i WM dlan
\ PENGELOLAAN/ Bhasiswa secara
TRANSPARANSI KEUANGAN ngsung),
NON-AKADEMIK/ | 1del LEV-Kaptein Z0007

PEMILIHAN\PIMPINAN
KAMPUS/SERQOLAH

PENGELOLAAN\SDM

MANAJERIAL

PENGADAAN BARA JASA

AKREDITASI DAN PERIZINAN

AWASAN

(3) EKOSISTEM
PENDIDIKAN TINGGI

Ge'eews?nnﬂltorupsi

1. Kejelasan
(Kode etik perilaku berintegritas)

~eseguaian
(KetelqdaRan dari tenaga pendidik dan seluruh
pihak dir¢atyan pendidikan)

3. Kelayakan
(Tata kelolaoehdidikan dan kondisi lingkungan)

4. Dukunga
(Dukungan da
lingkungan)

tenaga pendidik dan dukungan

5. Sanksi/P¢nghargaan
(Reward gyid punishment perilaku
berintegpitas/tidak berintegritas)

5, Komunikasi/Diskusi
Forum komunikasi dan aksi tindaklanjut satuan
pendidikan terhadap masalah perilaku integritas)




BIBIT PERILAKU KORUPTIF 10 Kitg

CONTOH “KORUPSI” VERSI MAHASISWA Generasifintikorups

o A i b MEMBANGUN EKOSISTEM

. PERGURUAN TINGGI
& (i 2 /e

PROPOSAL GRATIFIKASI  MARK UP  PENYALAHGUNAA
PALSU KE DOSEN  UANG BUKU  DANA BEASISWA

Vs

Penyimpangan Perilaku Integritas/TPK

di Perguruan Tinggi

Studi 2018

145145

M Dana Beasiswa Mahasiswa
M Dana CSR
"I Dana Hibah
M Dana Internal
M Dana Penelitian
I Gratifikasi
1=gazah Palsu
Izin Program Studi
[ Jual Beli ljazah
1M 4ual Beli Nilai
¥ Korupsi Dana Mahasiswa
I Pemilihan Rektor
B Penerimaan Mahasiswa Baru
M Pengadaan Barang/Jasa
I Penggelapan Dana Mahasiswa
W Penjualan Aset
¥ Plagiasi
[T SPP Mahasiswa
W Suap

Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 — Desember 2017




MENGUKUR INTEGRITAS PENDIDIKAN KK

Integritas Pendidikan

Konsep integritas pendidikan
yang mencakup tiga lingkup

Perilaku peserta didik yang Ekosistem peniaga _ te.rsel.ogt:
merupakan perwujudan tegaknva :'mrjali Setla. _ Kepatuhan 1. Karakter individu (peserta
dari prinsip moral/karakter kgrakt‘{er setiap pada mlla' integritas/tidak ada didik),
. . . « = mora .
integritas yang diyakini elemen eskosistem pelanggaran 2. Ekosistem dan

setiap individu peserta didik 3. Kepatuhan tata kelola

Konteks

Indeks Karakter + Indeks Ekosistem + Indeks Kepatuhan
o— B

Indeks Integritas Pendidikan
diukur dari komposit dimensi-
dimensi tersebut.

INDEKS INTEGRITAS PENDIDIKAN

@ Kitq .
All Rights Reserved. COPYRIGHT® 2022 KPK Wwﬂnﬁkorllpsl
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PERAN PERGURUAN TINGG| ™ ™"

Q"

EDUKASI

Menyelenggarakan Pendidikan
Antikorupsi sebagai MK
Mandiri atau terintegrasi di
MK Relevan

AKSFINTEGRITAS

Peran aktif dalam gerakan

EKOSISTEM

Pembangunan Integritas
Ekosistem Pendidikan yang antikorupsi melalui Tridharma
mendukung habituasi, Perguruan Tinggi (Pengawasan,
keteladanan dan pengalaman Kajian, advokasi, Penyuluhan,

integritas Kampanye, dll)




Contoh Kampus:

BENTUK IMPLEMENTASI PAK PADA PERGURUAN TINGGI-EXISTING

WAIJIB
Semarang (di beberapa fakultas), dsb.
MK TUNGGAL
Contoh Kampus:
PILIHAN ITB, Unika Soegija Pranata, dsb.

- Pada Mata Kuliah Wajib
Umum (MKWU) Contoh Kampus:
SISIPAN/INTEGRASI ) ) Unpad, UAD, Unisba Surakarta, UGM,
- Pada Mata Kuliah lain ) . ..
Universitas Brawijaya, Unsoed, dsb.

yang relevan

SOCIAL CAMPAIGN WORKSHOP MOVEMENT
EKSTRA-KURIKULER
EVENT KKN TEMATIK SEMINAR

Pusako Unand, Pukat UGM, Pusat Studi Hukum dan Konstitusi
Unpad, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Bung Hatta,

KURIKULER

PUSAT KAIJIAN

Komisl Pemberantasan Korupsl

Universitas Muhammadiyah Surabaya, dll.




KPK
=== TRl DHARMA PERGURUAN TINGGI ANTIKORUPSI

PENDIDIKAN: - - - -

Pusat Pengajaran
Antikorupsi (Insersi _______
Pendidikan Antikorupsi,
Pelatihan, Kaderisasi)
Pool Of Expert

Materi kreatif
Antikorupsi untuk

masyarakat

PENGABDIAN MASYARAKAT
KKN Tematik Anti Korupsi / layanan publik

PUSAT GERAKAN AKADEMIS
PEMBERANTASAN KORUPSI

MONITORING & PEMANFAATAN TEKNOLOGI FGD)

Ge'?e‘rys?nnﬂkorupsl

....................

PENELITIAN

e Skripsi Anti Korupsi

Riset/Kajian

* Pembentukan pusat
kajian Anti Korupsi

* Perbaikan sistem / tata
kelola kampus

e Pusat Inovasi Antikorupsi

(Karya Tulis, Artikel, Riset,

Pemantauan Pejabat, Anggaran, Pelayanan Public, Audit
Social, Berbagi Informasi Di Medsos, Pengaduan Masyarakat
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LB Generasi Anfikorupsh

Kampanye Integritas di Kampus

Bidik Misi Untuk Siapa
Malu Mark Up
Ucap Malu Cap Palsu

Proposal Jujur

Laporan Pertanggungjawaban Antikorupsi

Honesty for Parent

Mari Ngopi Bukan Copy
Proud to be Me

Jujur Ora Ajur

10 |Jaket Koruptor Waktu
11 |Menolak Titip Absen

KAMPANYE 12 Kuri.r Absen' |
INTEGRITAS 13 | Anti Korupsi Informasi

14 | Polusi Suara

A
: 15 |Membaca Koran

OO NoojUnn|BIWIN |
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| #UcapMaluPakeCapPalsus i#ForBetterindonesia

e
C@Iﬁ“ @ (O)(B]) Ueap Maly Pake CapPalsdh @ @mga2221m

S¥icapMaluPakeCapPals  #ForBetterindonesia

@ @MOAZ221M - i = m‘m B8ap Malu Pake Cap Palsu () @mga2221m @ @MOA2221M
(O)(®) ucap Malu Pake Cap Palsu 7 =% -> ) (O)®) ueap Malu Pake Cap Patsu
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KPK Generas; Anfikorups
Komisi Pemborantasan Korei POTENSI GENERASI MUDA SEBAGAI CALON PEMIMPIN:
KOMPETENSI + INTEGRITAS

N 40

40 — BATAS MINIMUM USIA CALON PEMIMPIN (TAHUN)

35 _— 30

30 — R 25

25 = 21 = [
20 —— —

15

10

5 — | ——— | — | — |

. —— — —— ——

Presiden DPR/DPRD Gubernur Bupati/Walkot

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan
dalam segala aspek pembangunan nasional.

*Peran dan Tanggung Jawab Pemuda dalam UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
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“The supreme quality for leadership is
unquestionably integrity.

Without it, no real success is possible, no
matter whether it is on a section gang, a

football field, in an army, or in an office’
(Dwight D. Eisenhower)
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KoK MEMELIHARA INTEGRITAS
DI DUNIA KERJA
INTEGRITAS =(A+K1+ E) - K2

« AKUNTABILITAS Dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan perkataan

« KOMPETENSI Memiliki kemampuan sesuai bidangnya

* ETIK Memiliki dan menerapkan nilai moral serta
Mendahulukan kepentingan umum

Tidak melakukan korupsi dan
* KORUPSI melakukan langkah-langkah
pengendalian



@ Kit .
6699 - G‘”mgﬂnﬁkorllpﬂ

| LOOK FOR 3 THINGS
IN HIRING PEOPLE:
INTEGRITY, *
INTELLIGENCE AND A
HIGH ENERGY LEVEL.
BUT IF YOU DON'T
HAVE THE FIRST, THE
OTHER TWO WILL KILL
YOU. WARREN BUFFETT
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warmemniens  KUNCI Pencegahan Korupsi Dalam Diri

Jangan menjadi PELAKU Jangan mau menjadi KORBAN

(kontrol diri) (tolak, lawan, laporkan)
e ﬂ\
>

]
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WEBINAR

Implementasi
Pendidikan Antikorupsi T T ARAN
dengan Pendekatan
Sisipan dan Mandiri

Nanang T. Puspito

Guru Besar Institut Teknologi Bandung
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E-mail: nanangpuspito@gmail.com; FB: Nanang T. Puspito; Instagram: nt_puspito; YouTube: NTPuspito Channel; HP 081222965571




\f Pelatihan
Calon Penyuluh
Antikorupsi

*

* Interaksi dengan KPK
sejak tahun 2008

* Ingin generasi masa
depan yang lebih baik

* Ingin masa depan
Indonesia yang lebih baik

Dengan Ketua KPK, tahun 2008




Biodata Nanang T. Puspito

KEILMUAN

1.
2.
3.

Guru Besar ITB, PNS sejak 1985, Gol IV E
Ketua KK Geofisika Global FTTM ITB

Pendididkan:

S11TB (1984),

S2 Hirosaki University Jepang (1990),

S3 the University of Tokyo Jepang (1993)

Bidang riset:
gempa, tsunami, dan mitigasi bencana
Data publikasi ilmiah:

h-index Scopus 13, sitasi 568;
h-index Google Scholar 16, sitasi 1283

AKTIVITAS ANTIKORUPSI

1.

omwoEn g s

Perintis dan Pengampu Pendidikan Antikorupsi di ITB
(sejak 2009)

Tim Pendidikan Antikorupsi Kemenristekdikti (2011 —
2019)

Penyuluh Antikorupsi (LSP KPK)

Asesor Kompetensi (LSP KPK)

Fasilitator Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi KPK
Editor dan Kontributor 5 buah buku Antikorupsi

Deklarator dan Pembina ADPAKI (Asosiasi Dosen
Pendidikan Antikorupsi Indonesia)

Penyuluh Antikorupsi Inspiratif Tahun 2021
(Penghargaan dari KPK)



Materi Paparan

* Pengantar

- . - “Education is the Most & " ¢
Pendidikan Antlk_orup5| di Powerful weapon ?ﬁ R
Perguruan Tinggi which you can use to ﬁ €

e Mata Kuliah Mandiri change the world”  § <
Nedson Mandela : Y
* Mata Kuliah Sisipan e

N

Tugas Mahasiswa
* Dosen Pengampu https://www.pinterest.com/pin/young-n-refined-nelson-

mandela-quote-poster-print-24x16-saying-education-is-
* Penutu P the-most-powerful-weapon-whic--40462096638928901/
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Korupsi sudah
menjadi
permasalahan
bangsa

Apa yang bisa
Perguruan Tinggi W
Ia ku ka n ? = 3 ,;,‘.'/ | /‘/; PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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FESTIVAL . ..
~ AKADEMIA
\ ANTIKORUPS|

2018

5 Rumusan Antikorupsi Perguruan Tinggi

1 [ 2] 3 4

Bidang pendidikan dan  Korupsi terjadi dan Perguruan tinggi Pendidikan anti
sumber daya alam semakin marak, berpotensi besar korupsi di sebuah
merupakan bidang karena banyak faktor berkontribusi perguruan tinggi
yang paling parah yang bertali temali memberantas korupsi, terlegitimasi, hanya
terpapar tindak pidana  secara rumit, sehingga sebagai inkubator jika perguruan tinggi
korupsi, dengan memerlukan kajian pembentuk dan melaksanakan
pelaku utama adalah cermat, dan niat yang  pengawal pemimpin manajemen yang
lulusan perguruan kuat untuk anti koruspi dan bersih, dengan
tinggi. mengurainya. berintegritas. membangun
integritas.

@Dit Jejaring Pendidikan KPK, 2021

Kampus menjadi
pusat gerakan
antikorupsi yang
efektif , dalam
kerangka kerjasama
dengan berbagai
lembaga di luar
Perguruan Tinggi.




Pendidikan Antikorupsi
Implementasi PAK di kampus
(orientasi mahasiswa baru,
perkuliahan, pembekalan calon
wisudawan)

Kampanye Antikorupsi
Kampanye antikorupsi di lingkungan
kampus baik dalam berbagai media
maupun aktivitas

Kajian / Riset Antikorupsi
Program dan kegiatan kajian/riset
tematik atau pembangunan pusat

kajian antikorupsi

Pengabdian Masyarakat

Mendorong KKN Tematik Antikorupsi
berdasarkan permasalahan lokal

@Dit Jejaring Pendidikan KPK, 2021

Anti Corruption Summit, Makassar, 2018

Kode Etik dan Perilaku Integritas Akademik
Perguruan Tinggi membangun dan
menerapkan kode etik dan perilaku

terkait integritas akademik (anti

plagiat, anti cheating, dil)

Transparansi dan Akuntabilitas
Adanya sistem pengelolaan dana
operasional dalam rangka mencegah
terjadinya tindak pidana korupsi

Akses Pelaporan & Tindak-lanjut
Adanya sistem pelaporan bagi para civitas
akademika dan tindak lanjut dari hasil
pelaporan

Pengendalian Gratifikasi dan Fungll

Adanya sistem pengendalian
gratifikasi dan pungli di
kampus



" REKORNAS PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 2018 Permenristekdikti no.33 thn 2019

KK _ goxe
RAKORNAS
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 1
(1) Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran

'l .3 ?Fz “""' -l
‘ ni“\lu{.

' \\\\\ dan pembentukan penlaku yang diselenggarakan pada

perguruan tinggl yang berkaitan dengan pencegahan

perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi.

Pasal 2

7<) KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI (“ Pendidikan antikom})Si scbagaimana dimaksud dalam

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP
PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN :

) ' . .
1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting la] t kullah
dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan Pasa.] 1 wa]lb dl%lengarakan me ul ma a .
bangsa Indonesia;
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta
mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya ' . .
(2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk -
mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan

sisipan atau insersi pada:

Menteri Agama Menteri Riset. Teknologi
dan Pendidikan Tingg!

@ A = Al a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau

@ v K b. mata kuliah yang relevan.
BBemac. T Puspito, TOT DosensPAKIDODS
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INTEGRITAS EKOSISTEM
PERGURUAN TINGGI

Kementerian Pendidikan
Kabudnw\a Risat, dan Teknalo gl
kil Indunﬂl
Mmlﬂ P-mlu antasan Harupsi

DEKLARASI PENGUATAN
INTEGRITAS EKOSISTEM PERGURUAN TINGGI NEGERI

Kami pimpinan Perguruan Tinggi Negeri berkomitmen untuk memperkuat integritas ekosistem perguruan tinggi
melalui pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik dalam pelaksanaan tridharma.

Atas komitmen tersebut kami akan memimpin penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi dengan:
1.  Menjadi teladan dalam perilaku berintegritas bagi ekosistem perguruan tinggi
2. Mematuhi kode etik profesi dan peraturan perundangan terkait jabatan

3. Mencegah potensi benturan kepentingan, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, suap, dan tindakan
tercela lainnya pada: Pemilihan pimpinan dan pejabat perguruan tinggi; Penerimaan mahasiswa baru;
Pembelajaran; Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan hilirisasi inovasi; Publikasi; Pengelolaan
SDM: Pengelolaan keuangan; Administrasi kependidikan; Akreditasi dan perizinan; Pengadaan baran
jasa; Pengelolaan asset; Pengelolaan kerjasama; serta berbagai area yang berpotensi r

L—ran = T T s
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HARAPAN PERAN AKADEMISI DAN PERGURUAN TINGGI

Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

Pre—
03
[ C—

PUSAT INOVASI DAN -

PENELITIAN

Kampus sebagai pusat
riset, data, dan
berbagai kajian
antikorupsi.

POOL OF EXPERT
Kampus menjadi rumah
bagi para ahli untuk
berkontribusi seuai
dengan keilmuannya
dalam penyelesaian
perkara tindak pidana
korupsi.

PUSAT PENGAJARAN
ANTIKORUPSI

Kampus berperan aktif
dalam upaya penyebaran
nilai-nilai antikorupsi.

PUSAT PERGERAKAN
~ ANTIKORUPSI
Pengembangan budaya
akademik kampus
sebagai basis gerakan
antikorupsi.




TUJ UAN AKH I R . Men.urunnya tingkat korupsi

Meningkatnya efektivitas pencegahan dan

PEM BE RANTASAN | pemberantasan korupsi
. Terbangunnya suatu peradaban yang
KO R U PSl berintegritas, PERADABAN BARU
)

ceuoaia Mewuijudkan cita-cita

€707 YVd uasoqg L0l ‘oudsnd | Sueuen

TAKUT
KORUPSI

kémerdekaan Indonesﬁia

... melindungi segenap bangsa -
TUJUAN Indonesia dan seluruh tumpah darah

STRATEGI Indonesia dan untuk memajukan
PEMBERANTASAN kesejahteraan umurn ;
KORUPSI
dan ikut melaksanakan k_etertlban
EUIE R e dunia yang berdasarkan :
TIDAK INGIN TIDAK BISA

KORUPSI KORUPSI S kemerdekaan perdamalan 3badl
dan keadllan sosual '




Pidato Presiden Republik Indonesia
tentang ANTIKORUPSI

“Gerakan BUDAYA ANTIKORUPSI
harus terus kita galakkan”.
(Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2020; 26 Agustus 2020)

“PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
harus diperluas untuk melahirkan
generasi masa depan yang
antikorupsi”.

(Hari Antikorupsi Sedunia 2020; 16 Desember 2020)

- Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi




KOMPAS NEWSTRENVIDEOLESTARIHEALTHFOODEDUKASIPARAPUAN KPK Tangkap Rektor _
BAGIKAN: G Q @ Q kronologi Rektor [ NG ]

Kompas.com / Regional kumparanNEWS &

Kronologi Rektor _ 20 Agustus 2022 10:28 - waktu baca 2 menit ©O6 Ds @ @

Korupsi SPI Senilai Rp 442 Miliar

Kompas.com - 14/03/2023, 10:48 WIB

O

& Perbesar

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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5 Aktivis Mahasiswa Korupsi
Dana Bansos Rp350,5 Juta Marzuki Alie: Koruptor Produk Perguruan Tinggi

Andika Prabowo

Oleh: Tempo.co
Senin, 7 Mei 2012 14:35 WIB

ACER

Seorang profesor dan 2 insinyur jadi
tersangka korupsi proyek di U

000©

Nanenel: Euspito; 19 M arct 2022 BN d i Pe r‘gu ruan Ti nggi

Sebagian POTRET dari Perguruan Tinggi




TARIK-ULUR ATURAN MELACAK MISTERI
ENERG! TERBARUKAN

RELIEF SARINAN

Korupsi

oleh oknum para pendidik...

Mantan Wakil Rektor Ul dihukum penjara
3 tahun

ce“n’eynnﬁlwrups"

k*mparan

Wome Trending Vides Collection Kriepi Peringkst Penulie  News

4 Akademisi Tanah Air yang Terjerat
Kasus Plagiarisme

U Kumparsarws &

RNSPFIT

tak henti-hontinya

Kasus g nama baik dunia
perdidikan Indonesia.

Torbaru, Ombudsman RI menemukan

.

DBRI

DOCTOR

HONOR

AL '
N
o
et -4
R F

Sumber: &/ :
https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/310-tafsir-nurchamid L ju—
https://nasional.kontan.co.id/news/mantan-wakil-rektor- [

Di antaranya terdapat Rektor PTN, PTS,
dosen, juga mahasiswa S3 saat menyusun
disertasinya.

odus Penyimpangan/TPK di Perguruan Tinggi

erdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat kepada KPK

. Dugaan gratifikasi terkait pengangkatan Rektor PTN

kampus dan fasiltas pendukungnya

. Dugaan penyimpangan perjalanan dinas

a Dugaan penyimpangan dana operasional PTN

. Dugaan penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dugaan penyimpangan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

a Dugaan penyimpangan pemanfaatan aset universitas, khususnya Rumah Dinas

P Ducaan kepemilikan harta tidak waiar pemimpin/penauru

Studi Kualitatif
2018

Penyimpangan/TPK di Perguruan Tinggi

Sumber : Media Cetak dan Online
Januari 2014 — Desember 2017

145145

M Dana Beasiswa Mahasiswa
M Dana CSR
M Dana Hibah
M Dana Internal
W Dana Penelitian
W Gratifikasi
1=yazah Palsu
1zin Program Studi
M Jual Beli ljazah
1M 4ual Beli Nilai
W Korupsi Dana Mahasiswa
i Pemilihan Rektor
W Penerimaan Mahasiswa Baru
W Pengadaan Barang/Jasa
W penggelapan Dana Mahasiswa
W Penjualan Aset
W Plagiasi
W sPP Mahasiswa
W Suap

Kit :
ce‘feras‘;'nmworupﬂ

INSTITUSI PENDIDIKAN JUGA DAPAT MENJADI TEMPAT
TERJADINYA KORUPSI dan PERILAKU KORUPTIF

oleh oknum peserta didik

PROPOSAL PALSU

MARK UP UANG KULIAH/BUKU

MENCONTEK
TITIP ABSEN/ BOLOS

GRATIFIKASI/ SUAP

PENYALAHGUNAAN DANA BEASISWA

SINDSNEWScom

5 Aktivis Mahasiswa Korupsi
Dana Bansos Rp350,5 Juta

Andika Prabowo

Apa yang BISA KITA LAKUKAN?P " e e

I Spos Awtctdkno Lifestyle Eduka

ZAmedcom.id
Newss  Ufestyles  Pihade  Mowdornal  Pllar ek Fake

MewsPentclian  CentaGuns  nprasi Pend)

Terindikasi Curang, 510 Peserta
UTBK-SBMPTN Didiskualifikasi

Penciakan  WIUTSK  MRSNMPTNISEMPTN 2020
™ Pangumumar n SEMPTN 2020

1 Proame Purs 16 Aguzmus 2028 16:38 P . n

leharta: Lermbega Tes Masak Perguruan Tingg: (LTNPT| mendiskuslifikesi 510
pesersa Upan Tuis Bebasis Komputer Selek:
Negers (UTBK-SBMPTN] 2020, Kepesert

o8 Masuk Pergunuan Tinggy
1 tersebut digugurkan, okibat

terindicasi melskuian kecur

“Babura peda kesempaten ini sds bebe
= S0

Pelaksana LTMPT, Mohammad Nasih, ds erensi Fer:
Pengumuman SBMPTN 2020, umat, 14 Agusnus 2020
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Fungsi dan Tujuan Pendidikan
(UU Nomor 20 Tahun 2003)

Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.




€707 YVd uasoqg L0l ‘oudsnd | Sueuen

PERGURUAN TINGGI
INDONESIA
4.504 UNIT

15-20 tahun mendatang
akan menduduki jabatan
strategis

PERGURUAN TINGGI
SWASTA 3.136 UNIT

PERGURUAN TINGGI 5JUTA

NEGERI 122 UNIT MAHASISWA

PERGURUAN TINGGI

AGAMA & KEDINASAN et
1.246 UNIT terdidik, kritis dengan

wawasan yang luas
POTENSI Perguruan Tinggi



Upaya Dikti:

* Membentuk Tim Pendidikan Antikorupsi, tahun 2011
* Menerbitkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi,

tahun 2011
* Menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi, tahun
2016
* Menerbitkan Buku Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi,
O KQ pekn tahun 2018 (edisi revisi)
== mnmi" -~ * Menyelenggarakan ToT/Micro Teaching Pendidikan Antikorupsi, tahun

2012 - 2018: Melatih 4.005 Dosen dari 2000 PTN/PTS se-Indonesia
* Hibah General Education untuk Pendidikan Antikorupsi, 2019

* Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang Pendidikan
Antikorupsi

» Kepdirjendikti nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi

* Didukung oleh KPK

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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TUJUAN PENDIDIKAN

TUJUAN:

A NTl KO R U PS | membangun karakter anti-korupsi
Mencegah orang lain untuk 1
Membangun KARAKTER s ngeraSl T
ANTIKORUPSI dengan cara: e —— Legm gifl\é
+ Menanamkan NILAI-NILAI e 2
ANTIKORUPSI |
» Memberikan PENGETAHUAN e Generas
tentang korupsi dan onpsi BERKARAKTER
pemberantasannya A ANTIKORUPSI
)
ADA 100 JUTA PESERTA DIDIK PERADABAN

(5 juta mahasiswa) BARU

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Pendidikan Antikorupsi e | LaliulrlEChILELEL G

antikorupsi
MATA KULIAH YANG LAIN Dapat berupa;

1. Mata Kuliah
SEMINAR/
MANDIRI

b KuLAHUMUM 2. Kegiatan lain
(kokurikuler,

PELATIHAN, ekstra kurikuler)
> KURSUS

lingkungan
akademik/kampus
vang bersih

p KEMAHASISWAAN

Mata Kuliah:
1. Mandiri (wajib, pilihan)
2. Sisipan

Perlu dukungan dan komitmen Pimpinan PT



Tim Pendidikan Antikorupsi Kemendikbud/Kemenristekdikti 2011 — 2019

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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Kegiatan ToT/Micro Teaching

Kegiatan Training of Trainers/Micro Teaching

Pendidikan Antikorupsi
Melatih 4500 Dosen dari 2000 PTN/PTS

Nanang T. Puspito, 2021

Penyiapan SDM oleh Kemenristekdikti



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI

P &
/' TANPA
RORUPSA

Q\\

NDIDIKAN DAN PELA

BADAN P
7 \/ A\l

ENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM K
RIAN

Mamis! Fambaraniasss Korspal

ANTIKORUPSI

Menjadi Profesional Berintegritas

BUKU PANDUAN DOSEN
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGG!

Panduan Insersi




UNTUK PEMELUK UNTUK PEMELUK

AGAMA ISLAM AGAMA BUDDHA

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PEMEL LK
\ AGAMA KATOLIK

A

UNTUK PEMELUK

AGAMA KRISTEN

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023 B u ku _ b u ku Aj a r



Peraturan tentang Pendidikan Antikorupsi
di Perguruan Tinggi

Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR

PERGURUAN TINGGI 84/E/KPT/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA
KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
4 N sebagaimana dimaksud terdiri atas:
sal 2 /) \
Pasal 2 ’, \ a. agama;
(1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam / b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan

Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah. d. bahasa Indonesia.

(2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa / yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta

.. . . L ilaksanakan ra mandiri sert rfungsi untuk
sisipan atau insersi pada: \ dilaksanakan secara mandiri serta be u.gs untu
membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang

a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau bermartabat.

b. mata kuliah yang relevan.




STATUS TERKINI (2020)

Perguruan Tinggi Program Studi

<

Z;dga; IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (PAK)
— ' PADA JENJANG PENDIDIKAN TINGGI 2020

® PAK = Belum = PAK = Belum IMPLEMENTASI PADA PERGURUAN TINGGI IMPLEMENTASI PADA PROGRAM STUDI

PTN/PTKIN/PTKL PTN/PTKIN/PTKL

1.004 PT (dari 1.134 responden) dan
6.297 Prodi (dari 8.302 responden)
sudah MENGIMPLEMENTASIKAN (
Pendidikan Antikorupsi
—

(Survey KPK tahun 2020) Jumlah PT Implementasi 951

RESPONDEN MONEV Waktu pelaksanaan:

SUDAH 12.000 DOSEN DILATIH [£2)) 7 November — 11 Desember 2020
PIN/PTRIN/PTRL] 153 PT | 3.232Prodi | Total Responden: @ Cakupan:

8.302 Prodi dari LLDikti Wilayah | .d. XV

— 981 PT | 5.070 Prodi 1.134 Perguruan Kopertais Wilayah | s.d. XV
Tinggi PTKL

STATUS TERKINI Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi



model pendidikan antikorupsi

mata kuliah sisipan
| mahasiswa baru
2 SKS

mk jatidiri Unsoed
mk sosiologi korupsi (f

sdel pendidikan antikorupsi

mata kuliah tunggal
pilihan

2 SKS 16x pertemuan / semeste
Team teaching

KKN tematik

dengan materi penguatan
integritas dan antikorupsi di leve
desa lokasi kuliah kerja nyata

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 3

odel pendidikan antikorupsi
UNNES 4

mata kuliah tunggal
wajib 2 SKS 16xpertem
Fakultas hukum
Fakultas ilmu sosial

menyusul untuk fakultas-
fakultas yang lain

mata kuliah tunggal
pilihan (tiap semester, mahasisv
2 SKS 16x pertemuan / semest
Team teaching

Tugas mahasiswa
merancang produk teknologi dan ¢
untuk integritas, edukasi dan
kampanye antikorupsi, kajian
kebijakan publik, observasi perilak
koruptif di sekitar.

model pendidikan antikorupsi

mata kuliah tunggal
Mahasiswa baru | Senr
Wajib 2 SKS

AKG PUSKESAD

Mata Kuliah Wajib berdasarkan Kep. KaBadan
PPSDMKesehatan No.HK.02.05/1/I111/2/06238,
tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Budaya
Antikorupsi (PBAK) di Lingkungan Pendidikan
Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan

il g mata kuliah tunggal
%’ WAJIB

3 SKS 16x pertemuan / semester

Tugas mahasiswa

Investigasi Korupsi (petty corruption)
di lingkungan sekitar & Poster
(sosialisasi antikorupsi)

VLOG antikorupsi
WEBINAR

Film Pendek
Lagu

Nanang T. Puspit, TOT Dosen PAK Model-model Pendidikan Antikorupsi



€707 YVd uasoqg L0l ‘oudsnd | Sueuen

Dirintis oleh:

Pendidikan * Universitas Paramadina
Antikorupsi di (2008; wajib mahasiswa

Perguruan tahun pertama)

Tinggi

* Institut Teknologi Bandung
(2009; pilihan mahasiswa
tahun terakhir)

. Suasana Kuliah di Univ. Paramadina I
A

Y Nl Vel B P

e b sl

.
A =)

peh
O ’& ‘ r\% \ mgr Puspito, 2021







Mata Kuliah Mandiri

(contoh di ITB)




Bagaimana kita mengisi 16x pertemuan? * Apa nama MK nya?

* Untuk tingkat berapa?

* Berapa sks?

* Apa Materi Antikorupsinya?

* Apa muatan lokal/warna
khas PT-nya?

* Bagaimana porsi kuliah,
tugas, dan aktivitas lainnya?

* Bagaimana model tugasnya?

* Bagaimana model ujian dan
evaluasinya?

* Bagaimana SDM nya?

Catatan:

HAL — HAL YANG HARUS DIBAHAS PERHATIKAN TUJUAN PAK

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Mengapa ITB menyelenggarakan
Pendidikan Antikorupsi?

Korupsi adalah masalah bersama

Sesuai dengan Visi dan Misi ITB

Aktif berperan dalam upaya penyelesaian
permasalahan bangsa

Menjadi kampus yang bersih

Menghasilkan lulusan yang berintegritas

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI di ITB adalah

bagian integral dari PENGEMBANGAN

KARAKTER mahasiswa.
Sejarah Iahirnya PAK di ITB: Deklarasi Anti Nyontek
e MoU dengan KPK, tahun 2007 Mahasiswa Baru ITB Tahun 2009

. . . Oleh 3.300 mahasiswa di hadapan Rektor
e Kuliah Umum Pimpinan KPK, tahun 2006-2009 ITB den Ketua KPK, 13 Agustfs 2009

* Pembentukan Satgas PAK ITB, tahun 2008
e Koordinasi dengan KPK, tahun 2008-2009
* Pelatihan Dosen PAK oleh KPK, tahun 2009

* Launching Mata Kuliah KU 4079 Pendidikan Antikorupsi,
Semester | tahun 2009/2010

* ITB menjadi perintis Pendidikan Antikorupsi

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023 Bagian dari Launching PAK d| ITB




Mata Kuliah KU 4079

Pendidikan Antikorupsi

Sejak Semester 1, 2009/2010
Mata kuliah mandiri pilihan
Bobot 2 SKS

* Diselenggarakan di setiap semester

Buka 3 kelas; 75 - 100 mahasiswa per-kelas

Untuk mahasiswa tahun ke-empat, dari semua
program studi/fakultas

Jumlah dosen 15 orang

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Tujuan Mata Kuliah KU 4079

Pendidikan Antikorupsi

Tujuan : membangun karakter antikorupsi.

Membangun karakter antikorupsi, dengan Kompetensi Mahasiswa :
cara:

* Memberikan pengetahuan tentang korupsi
dan upaya pencegahannya

Mencegah diri sendiri
untuk korupsi

* Menanamkan nilai-nilai antikorupsi

Mampu mengenali dan
memahami korupsi

Menyiapkan generasi berkarakter antikorupsi

Kompetensi yang diharapkan
Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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Kegiatan Pembelajaran
Pendidikan Antikorupsi di ITB

Diupayakan menyenangkan:
Kurangi ceramah satu arah, perbanyak diskusi
Dosen adalah Role Model, Fasilitator dan Motivator
Student Centered Learning, mahasiswa aktif
Project Based Learning, Studi kasus
50 % kuliah; 50 % presentasi, diskusi, dan kegiatan lain
Dosen dan Mahasiswa satu Visi

Lingkungan kondusif

;' Materi

Dasar
PAK

¥ - Festivai

Integritas




Materi Kuliah

Materi Dasar PAK:

1l
2
3.
4,

Pentingnya PAK dan Upaya Pemberantasan Korupsi
Pengertian Korupsi dan Faktor Penyebab Korupsi
Nilai dan Prinsip Antikorupsi

Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Materi Khusus ITB:

1.
2
3.

Praktik dan Dampak Korupsi di Berbagai Sektor 1
Praktik dan Dampak Korupsi di Berbagai Sektor 2

Peran Ipteks dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Nanang T. Puspito, 2020

KU 4079 Pendidikan Antikorupsi iTB (2 sks)

Materi PAK - 1 9 KulishUmumKPK
Materi PAK =2 Diskusi/Presentasi Tugas — 1
Materi PAK=3 : Diskusi/Presentasi Tugas — 2
Materi PAK -4 Diskusi/Presentasi Tugas — 3
Materi Khusus {TB—-1 Diskusi/Presentasi Tugas — 4
Materi Khusus {TB -2 4 - Pembahasan Tugas Besar

Materi Khusus iTB -3 : Festival Integritas

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023




JINTUK PERGURUAN

Korupsi dan Integritas cotsi REVISH
Faktor Penyebab Korupsi
Dampak Masif Korupsi

Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi

IRATY 200 ONL MWD NN I WOMUNY W NN

Gerakan Kerjasama dan Instrumen
Internasional Pencegahan Korupsi

Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional
Pencegahan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan
Perundang-undangan

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi
Korupsi dan Pelayanan Publik

Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

NT Puspito, 2021

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



15 Materi Dasar Antikorupsi (ACLC KPK)

Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi

Tujuan Akhir Usaha Mencegah dan
Menentang Korupsi

Indikator Keberhasilan Pemberantasan
Korupsi

Role Model Negara Antikorupsi
Dampak Korupsi Dalam Berbagai Bidang

Perbandingan Antara Kerugian Keuangan
Negara Dengan Hukuman Finansial Koruptor

Pengertian dan Unsur-unsur Biaya Sosial
Korupsi

10.
11.
12.
13.

15.

Hubungan Antara Dampak Korupsi, Biaya Sosial
Korupsi, dan Indikator Keberhasilan
Pemberantasan Korupsi

Pengertian Korupsi

Faktor-faktor dan Teori Penyebab Korupsi

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia
30 Delik Tindak Pidana Korupsi

Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelican, Pemerasan,
dan Suap

Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Integritas dan Nilai-nilai Antikorupsi



2. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Modern 1. Pengadaan Pemadam Kebakaran se Indonesia
Kota Banda Aceh Tahun 2014 : Tahun 2003-2005

*
, " .1 Q Berawal dari Radiogram Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, ke seluruh Daerah (Provinsi, Kota, dan
v
Tahun 2016 Kejari Banda Aceh dan Kejati Aceh, melalui supervisi KPK, melakukan Vit ) tentang utk gadakan unit pemadam kebakacan tipe testentu (VBOASM).
penyidikan dugaan tipikor pengad. 1 unit Mobil P dam Kebakaran Modern
kota Banda Aceh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) th. 2014 Q Daerah merespons dengan membeli unit pemadam kebakaran kurun tahun 2003-2005:

» Beberapa Pemprov membeli untuk dihibahkan ke Pemkot dan Pemkab di wilayahnya
v’ Perlu ahli teknis untuk pengecekan fisik dan penghitungan HPP mobil, memberikan

# Beberapa Pemkot dan Pemkab membeli sendiri untuk
keterangan di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan -
O Pemprov Jabar mengadakan unit Pemadam Kepakaran bersama- | Team Ahli ITB diminta melakukan:

sama dengan unit Ambulance, Dump Truck, dan Mobil Tangga. 1.Investigasi fisik dan teknis,
¥" Rektor ITB mengijinkan 3 staf dosen FTMD 0 Tahun 2007, KPK menyelidiki adanya dugaan tindak pidana korupsi.| 2-penghitungan harga pokok
produksi (HPP).

¥ KPK meminta ahli ke IT8

Q Tahun 2008, KPK menikkan status kasus ini menjadi

Pengadaan Simulator SIM Tahun 2011

Pada tahun 2011, Korlantas Polri gadakan pambelian simulator SIMR2 dan
R4 melalu Surat Perjanjian Jual Beli:

a. Simu ator SIM R2 sebaryzk 700 unit

b. Simu ator SIM R4 sebaryak 556 unit
Yang selarjutryadid strizusikan ke Po res dan Polresta seluruh Indcnes a sebagai
alat yang dipe- ukan dalam oroses ajian untu<mempecleh SIM

Kebutuhan Simulator SIM sebagai alat calam bagian proses Ujian SIM didasarkan
pada Undang Undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.

Dana untuk pengadaar Simulater SIM:
a. Simu ator R2: 700x Rp. 77.790000,= Rp.  54.453.000.000 -
5.142.000, = Hp. 142.414.95..000,
= Rp. 196.867.952.000,-

kaci tindak nidana karunsi dalam
NT PUSPITO, 8 Desember 2021

Contoh Materi Khusus PAK ITB

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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KU4079 Pendidikan Anti Korupsi
Kuliah 2 Maret 2022

Kontribusi Teknologi dan Kerekayasaan dalam Usaha
Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Penanganan Kasus-Kasus Pengadaan Barang:

1. Damkar:
a. Damkar se Indonesia 2003-2005, ditangani 2007-2008
b. Damkar Modern kota Banda Aceh 2014, ditangani 2016

. Simulator SIM se Indonesia 2011, ditangani 2012

. Busway Paket | dan Il Prov. DKI 2012, ditangani 2014

. Quay Container Crane PT. Pelindo Il 2010, ditangani 2017 - 2021
. Mesin Pengering Gabah 2012-2013, ditangani 2017 - 2018

Oleh:
Toto Hardianto, Staff Pengajar dan Peneliti FTMD

(Koordinator Team Ahli ITB dalam Kasus 1, 2, dan 5; Penasehat Team Ahli ITB dalam
Kasus 3; dan Anggota Team Ahli dalam kasus 4)

Jenis Mobil Pemadam Kebakaran
" Pengadaan Tahun 2003-2005

Hasi identifikasi Tim Ahli TTB: Mobil Pernadam Xebakaran Pengadaan Tahun 2003-2005 termasuk dalam
jenis Kendaraan Pemadam Kebakaran Pumper Fire Apparatus

Ditandail dengan adanya periengkapan:

a. sistem pompa (kapasitas max. 2050 L/min pada 0,6 MPa < dari standaed 3000 L/min),
b, Tangki air (kapasitas 4000 L),

<. Peralatan Pendukung,

Konsep Simulator SIM

. Full Car Driving Simulator
Secara fisik menggunakan representasi riil kendaraan full
scole, Sistem tampilan pandangan luar mewakili cakupan
yang luas dan lebar.

d. Full Motion Driving Simulator
Menggunakan representasi kendaraan riil full scole,
dibangun di atas platform yang mampu bergerak 3
dimensi dalam 6 derajat kebebasan, mewakili gerakan
translasi dan rotasi dalam ketiga sumbunya

—
T N e ¥
. High Performance Driving Simulator . '

Dibangun di atas platform bergerak, mampu \

merepresentasikan gerakan tingkat presisi tinggi pada ’l

ke-6 derajat kebebasan. Sistem tampilan pandangan

mewakili ruang pandangan sampai 360° L -

Simulator SIM Korlantas: compact driving simulator dengan fidelity dan validity simulator
sangat terbatas, serta dampak SAS yang sangat terasa, karena respon sistem yg. relatif lamban
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PRAKTEK DAN DAMPAK KORUPSI
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

PROF. DR. IR. BAMBANG ANGGORO

+ Sole responsibility for

POWEN ¥BNSTNSSION N
Indonesia

+ Transmission lines with

38 Shousands kme and
T2 GVA of power
transformer capacity

740 thousands ke and
39 GVA of transformer
capacity, serving around
50 Milions customers, 10
milion PrePaid Meters.
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Teknik Forensik pada Penyelidikan Korupsi
Infrastruktur

Dr. Ir. Sangriyadi Setio
FTMD - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

KULIAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2021

Penyelidikan pembangunan jembatan dengan struktur baja. Mengukur
ketebalan cat, ketebalan pelat baja, mutu baja

Pengukuran rangka atap (space frame) dengan ultrasonic thickness
gauge
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KU-4079
Pendidikan Anti Korupsi
Semester 1 2021/2022

Bonar Marbun
Program Studi Teknik Perminyakan
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Institut Teknologi Bandung
29-September-2021

https://katadata.co.id/sortatobing/berita/5f92¢349dcebf/marak-pengeboran-ilegal
skk-migas-upayakan-proses-legalitasnya
L

Marak Pengeboran llegal, SKK Migas
Upayakan Proses Legalitasnya

Aparat kepolisian membawa barang bukti aktivitas pengeboran
minyak llegal ¢ Bukit Subur, Bahar Selatan, Muarojambi, Jambi,
Kamis (1/10/2020)

Editor: Sorta Tobing

Sumur Ilegal di Jambi Belum Padam,
Penyulingan Liar Terbakar

hetps://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/10/19/sumur
degal-belum-padam-penyulingan-hiar-minyak-kembali-terbakar
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Pendidikan Anti-Korupsi
Untuk Perguruan Tinggi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANRI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

PRAKTEK DAN DAMPAK KORUPSI PADA
SEKTOR ENERGI

(BATUBARA DAN MIGAS)

Oleh : Dr.Eng. Ir. Syafrizal,, ST, MT, IPM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Dvcbirsr endrd lioned Qar Rcbers

Harga batubara acuan adalah harga
batubara sampai di atas tongkang
atau vessel, selanjutnya akan ada
penambahan harga sesuai dengan
moda transportasi

Harga ini adalah dalam satuan

«.  dollar per ton atau rupiah per ton

o

NAN  PRODUKS!

© © 0

JARINGAN

<

\\ \
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Musyawarah
Penyelesaian Sengketa untuk Mufakat

‘ ‘i Tidak tercapai

Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi :

a. Mediasi: ]_, Selain upaya penyelesaian sengketa (mediasi dan
b. Konsiliasi dan; konsiliasi). para pihak dapat membentuk dewan
¢. Arbitrase: sengketa,

Pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan
berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian
dari salah satu pihak

Y
A

Disesuaikan Berdasarkan
Kontrak Kerja Konstruksi

¥

Tercantum upaya
penyelesaian?

TIDA

o §

Para pihak bersengketa membuat persetujuan
tertulis mengenai tata cara penyelesaian
sengketa yang dipilih.

)79 Pendidikan Anti Kc

Upaya Pencegahan Korupsi di

Industri Jasa Konstruksi

Tim Dosen PAK ITB
Sem |l 2021/2022




PAK MANDIRI TUGAS KELOMPOK

OBSERVASI/INVESTIGATIVE REPORT (PETTY CORRUPTION)
POSTER ANTIKORUPSI | PAMERAN

VIDEO SOSIALISASI ANTIKORUPSI | AKSI AREA CFD BOBOT TUGAS

DISESUAIKAN
DENGAN SKS
YANG ADA

KARYA SENI (MUSIK, SASTRA, RUPA, PERTUNJUKAN, DLL)
ANALISIS KEBUAKAN PEMERINTAH

ALAT PERAGA ANTIKORUPSI

DIGITAL ERA | VLOG, YOUTUBE, SOSMED, WEBINAR

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023




PELAKSANAAN USAHA
_ A » ERTAMBANGAN RAKYAT
indak Korupsi XSalevaFIa
Listrik dan Penya a,'h'guna‘én"..“ﬁ: Budava K ysi dalam DAN KEMUNGKINAN

“ys

Gas LPG 3Kg F. Slm ’ S TERJADINYA TIPIKOR

RABU, 1 APRIL 2020
Kelompok 3 Kelompok 2 : _
Chrisvivi MS (11216017) Yudi Daniel (15016)

Intan Hartri Putri 10106070 Farhan M. Razi (12217010) Gangga S. F (13117016)

Gaos Mulyawan 10505050
Aldino Yulianto 12106012
Yuamar Imarrazan Basarah 15006059
Hieronimus Indra Prasetyo 15306118

Rabu, 10 Maret 2010

ISASI PENDIDIKAN AN
ORUPSI DI KALANGAN
GENERASI MUDA

KELOMPOK 2 - K02
Paskalis Paskal 10116098
Faisal Abdul Jabbar 12116015
Intan Permata Sari 12516061
Nella Zabrina Pramata 13516025
Batara Rajagukguk 15816015

Contoh Tugas Mahasiswa di ITB

Observasi dan Kajian Potensi Terjadinya
Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan
Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan
Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat
di Indonesia

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023




Dari data yang terkumpul, mayoritas
tindakan kecurangan yang mahasiswa
lakukan dengan presentase yang paling
besar adalah;

92.9%

Membuka/mengerjakan hal lain yang
tidak berkaitan dengan pelajaran kelas

Adapun tindakan lain;
1.Mencontek saat ujian
2.Melakukan plagiarisme
3.Melakukan titip absen
4.Melakukan joki tugas/mengerjakan
tugas memakai BOT

TINDAKAN
KECURANGAN

60.7%

Terlambat masuk kelas

46.4%

Mengunduh & menggunakan
software/sumber belajar ilegal

PERILAKU KORUPTIF
MAHASISWA ITB

KELOMPOK 9

KU4079 Pendidikan Anti Korupsi




I Tugas Aplikasi

Tugas Video

@ \\\\\\,/,/,'.

PAK 2019

IMPLEMENTASI SISTEM
ANTI FRAUD

-
CARA BERMAIN

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023




Selamal Zatang <

SUJANARKO,S.T.,MS/

o4 75! O s saomme

TIVAL INTEGRITAS

% Festival Integritas

Diselenggarakan oleh
mahasiswa peserta PAK di
akhir semester

Menampilkan karya-karya

<. T PN o 3 bl 7 Wos T .  — mahasiswa yang terkait
i’ ey o 8Lk L il FESTIVAL o == dengan antikorupsi
TALIN N ¥ » b ';.' . . { oo INTEGRITAS | . " d P -
: b

Kampanye Antikorupsi

Biasanya dihadiri oleh
Pimpinan KPK

[y 5 Y /7 . > FESTIVAL INTEGRITAS ITB
- . -2 g 222 '\ Diselenggarakan di akhir kuliah PAK

s
- ——



KeikutsertaanITB

di berbagai Festival
Antikorupsi KPK

* Disiapkan dan
dilaksanakan oleh
mahasiswa peserta
kuliah PAK

!‘;’ NT PUSPITO, 9, Des 2021

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



I HAKORDIA 2022

gistem Penges

e Y

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



KAMPANYE
Kehidupan Akademik

BRI B v r ONTEK!

NT PUSPITO, 9 Des 2021

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023

(7 uma (‘lkﬁl

J:UiR N AL ANTE KB RUPSI

Andi Mallarangeng,
Menteri Aktif Pertama
yang Dijerat KPK

Jakwty - Panetaoan eveangia Meoterd Pemucta dan Oivags Andl Malvangeng mengscd seiaah b bagl
K Sapak Dorcin padls 2003, 0mOage SnsRonps AU SMnnys DOy MONONIDAAN S00INY MOnien S Decs
Ak twhon i

-
A Makar angong menpaan
MHErien SR DUl yang olotap-
an KPK sebagal tersangea by
Giertapea wioge o gha ks
AN KONUPE! DOTQACEA" SATRNA
den proserare cletvaga O Marmbet
g Bogor Jess Barsl Seboetars
Dowan Pormtina Partal Demokrae
B OCuge Meskuan perdustan
Malawan husim A mecydanos
NGk RWOrE QT YS Uik Mman
QUrEINgkan AR SONCA MU 0N
@ i pastu renugkan hevan
Q3N NeQara.

Berdasartan cata'an, selama n
KPK 500k mangal Se0nang man
for sasl stafusTys sucah pensUn
Setas saps mantan Nenten Dadarn
Negen, Maril Satama martan Men
e Sosial Bachsar Chameyan
martan Montarn Kesoharan. Suud
dan Manstan Menter! Kelautan
Fostwn Darue

DersaToung w hal 2 Anch Malirangong. 6asl padnio pONQUNdurin Gy $e0ar Manegpon

w w
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9 Tahun Porjalanan Pondidikan Anti Korupsi
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Newsletter PAK ITB

Kudiah Pendidian Anti Korupni
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Media
Komunikasi
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Diskusi Musikal
Antikorupsi

ITB, 6 September 2018

NT PUSPITO, 9 Des 2021

N



Mata Kuliah Sisipan

(Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019)
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Bagaimana Pendidikan
Antikorupsi dalam
bentuk Sisipan/Insersi?

Pasal 2
(1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
(2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
sisipan atau insersi pada:
a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau

b. mata kuliah yang relevan.

Permenristekdikti nomor 33 tahun
2019 tentang PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI
PERGURUAN TINGGI

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

EDISI REVISI
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Kebijakan Umum
Kepdirjen Dikti tentang Mata
Kuliah Wajib pada Kurkulum
Pendidikan Tinggi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN




KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR
84/E/KPT/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA
KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI

Mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
sebagaimana dimaksud terdiri atas:

a. agama;

b. Pancasila;

c. kewarganegaraan; dan

d. bahasa Indonesia.

yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta
dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk
membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang
bermartabat.




PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI

Korupsi dan Integritas | cosnens

B a ga | m a n a Faktor Penyebab Korupsi

Dampak Masif Korupsi
m e ny|S| p ka n ? . Nilai dan Prinsip Anti Korupsi .
. Upaya Pemberantasan Korupsi

Gerakan Kerjasama dan Instrumen
Internasional Pencegahan Korupsi

* Materi apa saja yang disisipkan? . Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional
. Pencegahan Korupsi
* Perlu berapa kali pertemuan? . Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan

Perundang-undangan
. Perkembangan Tindak Pidana Korupsi
* Bagaimana metodenya? . Korupsi dan Pelayanan Publik

* Disisipkan ke mata kuliah apa?

Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi

* Bagaimana SDMnya?

e Apakah tujuan akan tercapai?

NT Puspito, 2021
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15 Materi Dasar Antikorupsi (ACLC KPK)

Usaha Mencegah dan Menentang Korupsi

Tujuan Akhir Usaha Mencegah dan
Menentang Korupsi

Indikator Keberhasilan Pemberantasan
Korupsi

Role Model Negara Antikorupsi
Dampak Korupsi Dalam Berbagai Bidang

Perbandingan Antara Kerugian Keuangan
Negara Dengan Hukuman Finansial Koruptor

Pengertian dan Unsur-unsur Biaya Sosial
Korupsi

10.
11.
12.
13.

14.
15.

Hubungan Antara Dampak Korupsi, Biaya Sosial
Korupsi, dan Indikator Keberhasilan
Pemberantasan Korupsi

Pengertian Korupsi

Faktor-faktor dan Teori Penyebab Korupsi

Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia
30 Delik Tindak Pidana Korupsi

Perbedaan Gratifikasi, Uang Pelican, Pemerasan,
dan Suap

Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Integritas dan Nilai-nilai Antikorupsi



Insersi Pendidikan Antikorupsi dalam Mata Kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan
Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi sebagai Identitas Nasional

m Indonesia
=t . Belajar Semangat Integrasi Nasional dari Para Tokoh Bangsa
" — . Semangat Kerja Keras dan Kesederhanaan dalam Penyusunan,
, Pelaksanaan dan Pengawasan Konstitusi
. Penguatan Nilai-Nilai Kemandirian, Keberanian, Keadilan sebagai

Argumen untuk Membangun Keharmonisan Antara Kewajiban dan

Panduan Insersi o . :
Hak Negara - Warga Negara di Bidang Perekonomian Nasional dan

Kesejahteraan Sosial
PE N DI DI KAN . Implementasi Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Proses Demokrasi di
Bidang Politik, Pemerintahan, dan Kehidupan Sehari-Hari
ANTI KORU PSI . Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Korupsi
. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi sebagai Tantangan Pembentukan
dalam Mata Kuliah Wawasan Nusantara

Pendidikan Kewarganegaraan Dampak Masif Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan
10 Penutup

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023




. Pendahuluan

. Perilaku Koruptif Sebagai Tantangan dalam
Penanaman Nilai-Nilai Pancasila

. Tantangan Pancasila Sebagai Dasar Negara dalam
Menaggulangi Faktor-Faktor Penyebab Korupsi

dan Dampak Masif Korupsi
. Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

PENDIDIKAN dalam Upaya Pemberantasan Korupsi

. Nilai dan Prinsip Antikorupsi dalam Pancasila

ANTI KORU PSI Sebagai Sistem Etika

dalam Mata Kuliah . Penutup
Pendidikan Pancasila

Panduan Insersi

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023




ANTIKORUPSI

Menjadi Profesional Berintegritas

. Korupsi: Gratifikasi, Suap, dan Konflik
Kepentingan
. Apa Itu Etika Antikorupsi

. Etika Profesi Melawan Korupsi

. Integritas, Fondasi Moral Antikorupsi

. Metode Pembelajaran Etika Antikorupsi dan
ENINENIS

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Materi Pendidikan Antikorupsi

di LMS SPADA INDONESIA

C

LMS SPADA
1O¥F ‘ INDONESIA

@ Home
Calendar

{= Course sections

MVd uasoq@ 101 ‘oudsnd ‘| Sueuen

€20t

@ Imsspada.kemdikbud.go.id/course/view.php?id=3571

& % * O @

You are currently using guest access (Log in)

Anti Korupsi

Home Courses Mata Kuliah Wajib Kurikulum Anti Korupsi

Announcements

@ Kontributor Mata Kuliah

Selamat Datang di Mata Kuliah Wajib Kurikulum Anti
Korupsi
Hallo rekan-rekan mahasiswa.
Antikorupsi adalah suatu tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, hal

tersebut dilakukan untuk mendorong generasi saat ini sehingga dapat mengembangkan
sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas antikorupsi ini
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Mata Kuliah: Nama Dosen:
Pendidikan Antikorupsi Prof. Nanang T. Puspito

Mengapa Korupsi
Harus Dilawan

Mata Kuliah: Nama Dosen:
Pendidikan Antikorupsi Prof. Nanang T. Puspito

Kameus  MERDEKA
e @ Merdeke BELAJAR

Strategi
Pemberantasan
Korupsi

Mata Kuliah: Nama Dosen:
Pendidikan Antikorupsi Prof. Nanang T. Puspito

Kompus MERDEKA
° @ W&k gl

oooooo

Melahirkan
Generasi Muda
Antikorupsi

Mata Kuliah: Nama Dosen:
Pendidikan Antikorupsi Prof. Nanang T. Puspito

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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Melahirkan
Generasi Muda
Antikorupsi

Mata Kuliah Nama Dosen

© iz i

Sesi 1
Pentingnya Pendidikan
Antikorupsi

Sotto, TOT Dosen PAK 2023

© e Jlin

Sesi 2
Peran Mahasiswa

© s i

Strategi
Pemberantasan
Korupsi

Mata Kuliah Nama Dosen
Pendidikan Antikorupsi Prol. Nanang T. Puspito

A

© e

Sesi 1

Trisula
Pemberantasan
Korupsi

© i i

Sesi 2
Keterlibatan Seluruh
Elemen Masyarakat




MATERI PAK DIDISTRIBUSIKAN
DALAM 1 MATA KULIAH MKWU

MK ?

e
KEWARGANEGARAAN

SISIPAN

MATERI APA SAJA
MK PANCASILA YANG HARUS MASUK?

BAGAIMANA
PEMBAGIANNYA?

BAGAIMANA
EVALUASINYA?

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



SISIPAN

MERANCANG CAPAIAN
PEMBELAJARAN BARU

MK PANCASILA/KEWARGANEGARAAN
PLUS

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



SISIPAN

MATERI PANCASILA DIPILIH
/DIPADATKAN

MATERI PAK DIPILIH /DIPADATKAN

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



SISIPAN JUMLAH PERTEMUAN

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



KONSEP — 4X

MATERI PAK DIPILIH /DIPADATKAN

1- PENGERTIAN KORUPSI
2- FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

3- DAMPAK MASIF KORUPSI
4- NILAI & PRINSIP ANTIKORUPSI

5- UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI +
6- PERANAN MAHASISWA

7- PERKEMBANGAN TIPIKOR
8- DELIK KORUPSI DIMATA HUKUM

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Tugas Mahasiswa

Contoh-contoh




PAK MANDIRI TUGAS KELOMPOK

OBSERVASI/INVESTIGATIVE REPORT (PETTY CORRUPTION)
POSTER ANTIKORUPSI | PAMERAN

VIDEO SOSIALISASI ANTIKORUPSI | AKSI AREA CFD BOBOT TUGAS

DISESUAIKAN
DENGAN SKS
YANG ADA

KARYA SENI (MUSIK, SASTRA, RUPA, PERTUNJUKAN, DLL)
ANALISIS KEBUAKAN PEMERINTAH

ALAT PERAGA ANTIKORUPSI

DIGITAL ERA | VLOG, YOUTUBE, SOSMED, WEBINAR

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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Tugas Kelompok

AKSI ANTIKORUPSI KE MASYARAKAT




TANTANGAN YANG DIHADAPI SAAT INI ?
KORUPSI !

negara

AKSI BISA
DILAKUKAN DI
BERBAGAI

TINGKAT




Melalui aksi ....

03

Mahasiswa

01

Mahasiswa

mengajak
masyarakat untuk
aktif melawan
korupsi

berpartisipasi
nyata dalam
pencegahan
korupsi

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023



BENTUK AKSINYA APA SAJA? Banyak !
Syarat : ada interaksi dan respon dari kelompok sasaran

POSTER,

VIDEO/FILM SOCIAL MEDIA
CAMPAIGN

PENYULUHAN
(ON LINE)

STORY TELLING
dil

PODCAST

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023



Proses membuat perubahan melalui Aksi

a \
Kecenderungan perilaku
koruptif di lingkungan
tertentu

N 4

¥

e

o

AKSI PENYULUHAN
ANTIKORUPSI

Kelompok sasaran
berkomitmen
memperbaiki

¥

ISI| PENYULUHAN
1. Membangun

pemahaman korupsi

dan integritas
2. Menumbuhkan

semangat melawan

korupsi !

perilaku

)

1.Mereka berniat/berjaniji
mulai berperilaku lebih
berintegritas
2. Berani berbeda karena
benar

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023

Kelompok sasaran
konsisten berintegritas

¥

Mereka berusaha terus
menjaga integritas diri,
dan berani mengingatkan
/ menyampaikan jika ada
yang salah




Kunci sukses Aksi Antikorupsi ?

[ Sesuaikan dengan MINAT dan POTENSI DIRI anda ! 1

Perencanaan Pelaksanaan
Dokumen berisi :

\
Tetapkan 1. Kelompok Melaksanakan
kelompok SESEE - ~ Aksi Antikorupsi
sasaran, cari 2. Tujuan aksi
tahu 3. Topik materi Siapkan : Bukti :
permasalahan to MEEEE Materi foto/video/reka
disintegritas/ penyuluhan Media man/dIl
periaku 5. Media/alat
koruptif bantu \_ Y, k /
mereka. 6. Tempat dan

\ / waktu

Q. Tim penyuluh /

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023




LAPORAN

DATA KEGIATAN

Tujuan kegiatan

Kelompok sasaran (siapa, jumlah)
Lokasi kegiatan

Waktu (hari/tanggal/jam mulai=jam selesai)

Materi

Metode
Media
EVALUASI

Evaluasi dari kelompok sasaran terhadap materi dan penyampaian.
Evaluasi keberhasilan dan kekurangan dari sisi pelaksanaan

Saran perbaikan jika kegiatan penyuluhan sejenis dilakukan lagi

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023



Tahapan :
Membuat rencana aksi

Mempresentasikan kepada dosen
Time line untuk diberi masukan

penugasan Melaksanakan aksi
Membuat laporan aksi

Menyerahkan Laporan Pelaksanaan
Aksi

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023



m  Di kampus

s Lingkungan sekitar tempat tinggal

Dimana bisa

beraksi ?

Tempat-tempat layanan umum (publik)

(Untuk on line

menyesuaikan)

me  Organisasi / komunitas

s dan sebagainya

NANANG T. PUSPITO, TOT DOSEN PAK 2023



Selamat beraksi !




Dosen Pengampu




TANTANGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DOSEN

MAMPU MEMBAWAKAN MATERI PAK DENGAN Kriteria DOSEN
BENAR, BAIK DAN MENARIK PENGAMPU

MAMPU MENJADI FASILITATOR MAHASISWA Pendidikan
YANG BISA BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK Antikorupsi

MAMPU MENJADI MOTIVATOR MAHASISWA yang
DALAM MERANCANG JALAN HIDUP (LIFE PATH) :
BERINTEGRITAS diharapkan

MAMPU MENJADI TELADAN MAHASISWA
DALAM BERSIKAP ANTIKORUPSI

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Bagaimana
Kualifikasi
Dosen
Pengampu
Pendidikan
Antikorupsi?

BELUM DIATUR !l

FENDIDIKAN ANTIKGRUPS! " -
NTUK PERGURUAN TINGG! :

ANTIKORUPSI (PBAK)

PUSAT PENDIDICAN DAN PELATIHAN TENAGA KESERATAN
BADAN PENGEVBANGAN DAN FEMBERDATAAN &

KEMENTERIAN KESEHAT

SOM KESERATAN
AN REPUBLIK INDONESIA
4

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023

PENDIDIKAN
ANTI-KORUPSI

PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI

dalam Mata Kuliah
Pendidikan Pancasila




%//////,

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Agama

Paling rendah
lulusan Magister di
bidang agama.

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen
dengan ketentuan:

a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari
perguruan tinggi lain; atau

b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat
berdasarkan perjanjian kerja,

yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen

purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.



%//////,

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Pancasila

Paling rendah lulusan Magister bidang:

« Pancasila dan Kewarganegaraan,

« Ketahanan Nasional, Apabila belum tersedia, dapat
diangkat dosen dari bidang

* llmu Sosial, ilmu lain yang mendapatkan
* |lmu Budaya, pembekalan khusus
. Ilmu Filsafat, atau Pendidikan Pancasila.

e [lmu Hukum

yang mendapat pembekalan khusus
Pendidikan Pancasila.

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah
Kewarganegaraan

Paling rendah lulusan Magister bidang:

» Pancasila dan Kewarganegaraan,

« Ketahanan Nasional, Apabila belum tersedia, dapat
diangkat dosen dari bidang

* [lmu Sosial, ; :
ilmu lain yang mendapatkan
* Ilmu Budaya, pembekalan khusus
- Ilmu Filsafat, atau Pendidikan Kewarganegaraan.

e [lmu Hukum

yang mendapat pembekalan khusus
Pendidikan Kewarganegaraan.

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Bahasa
Indonesia

Apabila belum tersedia, dapat diangkat
dosen dengan ketentuan:

Paling rendah a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari
lulusan Magister perguruan tinggi lain; atau
pada bidang Iimu b) memiliki nomor induk khusus dan

Bahasa dan Sastra

 onecia diangkat berdasarkan perjanjian kerja,

yang berasal dari peneliti, praktisi, atau
dosen purna tugas sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023
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CATATAN PENUTUP

1. Pendidikan Antikorupsi bisa
melahirkan generasi masa depan
berkarakter antikorupsi.

Kebijakan kampus sangat
menentukan keberhasilan
implementasi Pendidikan

Antikorupsi

Model mata kuliah bisa Mandiri
atau Sisipan. Pilihan model
disesuaikan dengan kondisi

kampus masing-masing

4. Peran Dosen Pengampu sangat
besar

Disuonr

work = * anothL E uicriels
without :
(_lt,dlt\‘”]&‘““”* .
ll()ldtl()ns 'S”TlldEI]tS aullt\ sdm! ll\hlp {ntegrlt\’
E . numptmg :
5 acade MIC il ¥

eml

onginal

= Pohcy :

https://id.pinterest.com/pin/213006257348427891/

uspito, TOT Dosen PAK 2023
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SERTIFIKAT

Nomor : 008/A/LSPKPK/12/2021
Diberikan kepada
Nanang 9. Puspito
=4 J
Mok A
y p:

iratif Tahun 2021

satukan

|| AKS

TAPAKSIAPI
Jakarta, 14-16 Desember 2021

I / \ , padukan
, | | KOLA
untuk

" |INDC

Nanang T. Puspito, TOT Dosen PAK 2023

Sekian, terima

kasih.

E-mail
HandPhone
FaceBook
Instagram
YouTube

: nanangpuspito@gmail.com

: 081 222 965571

: Nanang T. Puspito
: nt_puspito

: NTPuspito Chanel
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Membangun Budaya Anti-Korupsi

Gandjar Laksmana Bonaprapta
Anggota Bidang Studi Hukum Pidana FHUI



Kisah 1

Tertusuk “Gunting Sang Suami”

Tengku Halimah terhenyak saat menerima gaji suami yang
tidak seberapa dan harus dipotong setengah. Saat itu,
sebagai Menteri Keuangan, Syafruddin membuat
kebijakan untuk memotong nilai uang menjadi
setengahnya. Hal itu dilakukan karena negara sedang
kesulitan dana. Kebijakan tersebut dikenal dengan
“Gunting Syafuddin”. “Kok tidak bilang-bilang?” protes
Tengku Halimah kepada suaminya. Namun, Syafruddin
menjawab. “Kalau bilang-bilang, tidak rahasia, dong!”
Kebijakan pemerintah yang ditandaangani Syafruddin itu
memang bersifat rahasia. Akhirnya, bersama rakyat
Indonesia lainnya, isteri menteri itu turut merasakan
tajamnya “Gunting Syafruddin”.(Orange Juice, hal 66)



Pendahuluan:
Mengubah Cara Berpikir!

1. Korupsi bukan budaya.
2. Memahami untuk membasmi.
3. Meyakini sebagai kejahatan luar biasa.

Akar masalah korupsi adalah gratifikasi,
sedangkan akar masalah gratifikasi adalah:

(1) diskriminasi; dan
(2) rusaknya cara berpikir.



Kejahatan Luar Biasa

Berpotensi dilakukan oleh setiap orang.
Random target/victim.

Kerugiannya besar dan meluas.

. Terorganisasi atau oleh organisasi.

BwN e

+ bersifat lintas negara

(Korupsi, TPPU, Terorisme, Pelanggaran berat
HAM, dan Narkotika)



Tindak Pidana Korupsi

Diatur di dalam 12 Pasal di dalam UU No. 31
tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001;

Terdiri atas 7 macam perbuatan utama;

Apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30
(tigapuluh) bentuk perbuatan;

Hanya 2 (dua) dari 12 Pasal dalam UU tersebut
vang berkaitan dengan kerugian keuangan
negara dan/atau kerugian perekonomian
negara.



N o kA wh e

7 Perbuatan Utama Korupsi
Merugikan keuangan negara.
Suap.
Penggelapan dalam jabatan.
Pemerasan (paksaan mengeluarkan uang).

Perbuatan curang.
Benturan kepentingan dalam pengadaan.
Gratifikasi.



1. Kerugian keuangan negara:

2. Suap:

. Pasal 2

b. Pasal 3

> @ S M Q0 T o

. Pasal 5 ayat (1) huruf a
. Pasal 5 ayat (1) huruf b

Pasal 13

. Pasal 5 ayat (2)

Pasal 12 huruf a
Pasal 12 huruf b
Pasal 11

. Pasal 6 ayat (1) huruf a
i. Pasal 6 ayat (1) huruf b
. Pasal 6 ayat (2)

. Pasal 12 huruf c

. Pasal 12 huruf d



3. Penggelapan dalam jabatan:

4. Paksaan mengeluarkan uang
(pemerasan):

5. Perbuatan curang:

O

™ Q 0 T

S 0O O 0 T

. Pasal 8
. Pasal 9

Pasal 10 huruf a

. Pasal 10 huruf b
. Pasal 10 huruf c

. Pasal 12 huruf e
. Pasal 12 huruf g

Pasal 12 huruf f

. Pasal 7 ayat (1) huruf a
. Pasal 7 ayat (1) huruf b

Pasal 7 ayat (1) huruf c

. Pasal 7 ayat (1) hurufd
. Pasal 7 ayat (2)

Pasal 12 huruf h



6. Benturan kepentingan dalam a. Pasal 12 hurufi
pengadaan:

7. Gratifikasi: a. Pasal 12B jo. Pasal 12C



9 Nilai Dasar Anti-Korupsi
JUjur

PEduli

MAN(diri

Dlsiplin

TANGgungjawab

KERja keras

SEderhana

BErani

aDIL



SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA

UU No. 31 tahun 1999
1. Setiap Orang (Pasal 1 angka 3) yang meliputi:
a. orang perseorangan: siapa saja, setiap orang, pribadi kodrati;

b. korporasi (Pasal 1 angka 1): kumpulan orang atau kekayaan yang
terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum;

2. Pegawai Negeri:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang
kepegawaian (sekarang UU ASN);

b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/daerah;

d. orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang
menerima bantuan dari keuangan negara/daerah;

e. orang vyang menerima gaji/upah dari korporasi yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara/masyarakat.



3. Penyelenggara negara.

Penyelenggara Negara

Menurut UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara, meliputi:

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
Menteri

Gubernur

Hakim

Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku



Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP
Pasal 92 ayat (1)

Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang
yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga
orang-orang yang, bukan karena pemilihan, menjadi
anggota badan pembentuk undang-undang badan
pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang
dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama
Pemerintah; begitu juga semua anggota dewan
waterschap, dan semua kepala rakyat Indonesia asli
dan kepala golongan Timur Asing yang menjalankan
kekuasaan yang sah.



Pasal 92 ayat (2)

Yang disebut pejabat dan Hakim termasuk juga
Hakim wasit; yang disebut Hakim termasuk juga
orang-orang yang menjalankan peradilan
administratif, serta ketua-ketua dan anggota-
anggota pengadilan agama.

Pasal 92 ayat (3)

Semua anggota angkatan perang juga dianggap
sebagai pejabat.



Delik Korupsi
dan Unsur-unsurnya



Tindak Pidana Korupsi
dalam UU 31/1999 jo UU 20/2001

Pasal 2 ayat (1)

- Setiap orang;

- secara melawan hukum;
- melakukan perbuatan;

- memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi;

- yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara;

Ancaman pidana:
- 4-20 tahun penjara; dan
- Denda Rp. 200 jt-Rp. 1 miliar.



Kaya Raya?

1. Menjadi kaya adalah kebolehan bahkan wajib,
sepanjang dilakukan tidak secara melawan

hukum.
2. Ukuran kaya berbeda bagi tiap orang.

3. Ada semacam ‘perlombaan’” menjadi kaya atau
tampak kaya.

4. Kehormatan seseorang ditentukan oleh
kekayaan dan jabatannya. Betulkah demikian?

Jangan kaya dengan cara bohong, tipu, palsu,
fiktif, mark up, atau spec down!



Pasal 2 ayat (2)

Apabila dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati
dapat dijatuhkan.

Yaitu apabila pelanggaran terhadap ayat (1) dilakukan
terhadap:

dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional;
dana penanggulangan keadaan darurat/bahaya militer;

dana penanggulangan kerusuhan sosial yang meluas;

dana penanggulangan krisis ekonomi/moneter;
atau

- mengulangi kejahatan korupsi/residivis.
{Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001}



Pasal 3
- Setiap orang
- dengan tujuan

- menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
- yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

- yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara

Ancaman pidana:
- 1-20 tahun penjara; dan
- Denda Rp. 50 jt-Rp. 1 miliar.



Sekadar Contoh

1. Penyalahgunaan kewenangan: pejabat
mengedepankan menguntungkan kroninya.

2. Penyalahgunaan kesempatan: yang pejabat
suami/istrinya, tapi pasangannya mendapat
keuntungan mulai dari sapaan, perlakuan,
sampai dengan fasilitas.

3. Penyalahgunaan sarana: mobil dinas
digunakan untuk keperluan selain dinas.



Suap!

* Pemberian yang ada maunya.

* Pemberian yang diserahkan dengan maksud
agar penerima mengikuti kehendak pemberi.

* Pemberian yang diserahkan dengan maksud
agar penerima mengikuti kehendak pemberi
baik yang bertentangan maupun tidak
bertentangan dengan kewajiban penerima.



Sekilas

Ada 6 gradasi perbuatan memberi (dan menerima):

1.
2.

3.

Pemberian yang boleh bahkan wajib dilakukan.

Pemberian yang ‘berbau’ suap karena ada
maunya.

Pemberian yang merupakan suap tetapi bukan
corupsi (UU No. 11/1980).

Pemberian yang dianggap suap alias gratifikasi
(Ps. 12B).

Pemberian yang termasuk kategori suap (Ps. 13).

Pemberian sebagai suap yang sesungguhnya [Ps.
5 ayat (1)].




Suap sebagai TP Korupsi

. Pemberian sesuai Ps. 5 ayat (1) huruf g,
penerima diancam dengan Ps. 12a.

. Pemberian sesuai Ps. 5 ayat (1) huruf b,
penerima diancam dengan Ps. 12b.

. Pemberian sesuai Ps. 6 ayat (1), penerima
diancam dengan Ps. 12 c.

. Pemberian sesuai Ps. 6 ayat (2), penerima
diancam dengan Ps. 12 d.

. Pemberian sesuai Ps. 13, penerima diancam
dengan Ps. 11.

. Pemberian sesuai Ps. 12B. Penerima?



Pasal 5 ayat (1) huruf a:

- Setiap orang

- memberi atau menjanjikan sesuatu

- kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
- dengan maksud

- supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara
tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya

- yang bertentangan dengan kewajibannya

Ancaman pidana:
- Penjara 1-5 tahun; dan
- Denda Rp. 50- jt-Rp. 250 jt.



Sekitar Suap

. Penyuap dapat dijerat sendirian tanpa ada
penerima suap.

. Menjerat penyuap tidak perlu menunggu
pejabat menerima pemberian apalagi
memenuhi keinginan penyuap.

. Dapat terjadi ada penyuap tanpa ada
penerima.

. Bila ada penerima, penyuap dan penerima
dijerat.



Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 209 KUHP:

1. H.R. 24 Nov. 1890, W.5969

Pasal ini dapat juga diperlakukan seandainya hadiah itu
tidak diterima

2. H.R.25April 1916. N.J. 1916, 300, W. 9896.

‘memberi hadiah” di sini mempunyai arti yang lain daripada
menghadiahkan sesuatu semata-mata karena kemurahan
hati. la meliputi setiap penyerahan dari sesuatu yang bagi
orang lain mempunyai nilai.

3. M.A. 22 Juni 1955 No. 145 K/Kr/1955.

Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu
diterima dan maksud daripada Pasal 209 KUHP ialah untuk
menetapkan sebagai suatu kejahatan tersendiri, suatu
percobaan yang dapat dihukum menyuap.



Pasal 12 huruf a

pegawai negeri atau penyelenggara negara
Yang menerima hadiah atau janji
Padahal diketahui atau patut diduga

Hadiah atau janji itu diberikan untuk
menggerakkan

Agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatannya

Yang bertentangan dengan kewajibannya.



Pasal 13

- Setiap orang

- yang memberi hadiah atau janji
- kepada pegawai negeri

- dengan mengingat kekuasaan atau wewenang
vang melekat pada jabatan atau kedudukannya;
atau

- oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat
pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Ancaman pidana:
- 1-3 tahun penjara; dan/atau
- Denda Rp. 50 jt-Rp. 150 jt.



Pasal 11

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- menerima hadiah atau menerima janji
- diketahui atau patut diduga

- hadiah atau janji tersebut diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan
dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang
yang memberikan hadiah afau janji tersebut ada
hubungan dengan jabatannya”



Yurisprudensi yang berkaitan dengan Pasal 418 KUHP:

1.

H.R. 10 April 1893, W. 6333.

Adalah tidak perlu bahwa pemberian itu diterima oleh
SI pegawal negeri di dalam sifatnya sebagai pegawai
negeri.

M.A. 13 Desember 1960 No. 50 K/Kr/1960.

Undang-undang atau hukum tidak mengenal
ketentuan, bahwa apabila seorang pegawal negeri
dituduh melakukan kejahatan yang dimaksud oleh
Pasal 418 KUHP, maka orang yang memberi kepada
pegawai negeri itu harus dituntut lebih dahulu atas
kejahatan tersebut di dalam Pasal 209 KUHP



3. M.A. 19 November 1974 No. 77 K/Kr/1973

Terdakwa dipersalahkan melakukan korupsi c.q. menerima
hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang diterima itu
dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula
penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan istri/atau
anak-anak terdakwa.

4. M.A. 23 Desember 1955 No. 1/1955/M.A.Pid.

Seorang menteri adalah ‘“pegawai negeri” dalam arti yang
dimaksudkan di dalam pasal-pasal 418 dan 419 KUHP. Dalam hal
dua orang atau lebih dituduh bersama-sama dan bersekutu
melakukan kejahatan menurut pasal-pasal 418 dan 419 KUHP,
tidaklah perlu masing-masing dari mereka, memenuhi segala
unsur yang oleh pasal itu dirumuskan untuk tindak pidana
tersebut. In casu tidak perlu mereka semua melakukan tindakan
menerima uang.



Pasal 15
- Setiap orang

- Yang melakukan: percobaan, atau pembantuan, atau
permufakatan jahat

- Untuk melakukan tindak pidana korupsi...

Ancaman pidana:
- dalam hal percobaan, disamakan dengan delik selesai;

- dalam hal pembantuan, disamakan dengan pelaku
utamanya;

- Dalam hal permufakatan jahat, disamakan dengan
seandainya delik itu sungguh dilakukan.



Pasal 12B ayat (1):

Setiap gratifikasi

Kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara

Dianggap pemberian suap
Apabila berhubungan dengan jabatan

Dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.



Pengertian Gratifikasi

adalah pemberian dalam arti luas, meliputi
pemberian uang, rabat (diskon), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar
negeri dan yang dilakukan  dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B)



Gratifikasi

Dasar Pemikiran:
“Tidak sepantasnya pegawai negeri/pejabat
publik menerima pemberian atas pelayanan
vang mereka berikan”

“Seseorang tidak berhak meminta dan
mendapat sesuatu melebihi haknya sekedar ia
melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab
dan kewajibannya”



Gagasan Plato (427 SM — 347 SM)

“Para pelayan bangsa harus memberikan
pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-
hadiah. Mereka yang membangkang, kalau
terbukti bersalah, harus dibunuh tanpa
upacara”



Gratifikasi adalah pemberian biasa yang pada
dasarnya boleh dilakukan, akan tetapi
menjadi tindak pidana apabila penerimanya
adalah pegawai negeri atau penyelenggara
negara.

Gratifikasi kepada pegawai
negeri/penyelenggara negara yang
berhubungan dengan jabatan atau
kedudukannya dianggap suap.



Perbedaan Suap dan Gratifikasi

Dalam suap harus terdapat meeting of mind,
dalam gratifikasi tidak.

Bahkan bisa terjadi, pemberi gratifikasi tidak
mengetahui apa vyang ia kehendaki dari si
penerima.

Gratifikasi diberikan, BUKAN:

1. supaya pejabat berbuat sesuatu;

2. karena pejabat telah berbuat sesuatu;
TETAPI semata-mata karena ia pejabat!



Pembuktian Gratifikasi

1. oleh penerima  gratifikasi,  apabila
nilainya Rp. 10,000,000,00 (sepuluh juta
rupiah) atau lebih.

2. oleh penuntut umum, apabila nilainya

kurang dari Rp. 10,000,000,00 (sepuluh
juta rupiah)



Gratifikasi tidak dianggap sebagai suap apabila
oenerima menyampaikan laporan kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi, selambat-
ambatnya 30 hari sejak menerima gratifikasi
tersebut




Ungkapan sehari-hari yang mengindikasikan adanya
perbuatan korupsi berupa gratifikasi yang diucapkan
(terutama) pada saat dilakukannya perbuatan memberi:

“ucapan terima kasih”

- “anggap saja sedekah”

- “bagi-bagi rejeki”

- “uang perkenalan”

- “lagi happy”

- “oleh-oleh”

- “kenang-kenangan”

- “sudah biasa”

- “tidak ada maksud apa-apa”

Apa lagi?



Tidak kenal pemberi dan tidak tahu
asal-muasal barang pemberian bukan
alasan untuk menerima, tetapi justru
alasan untuk menolak!



Kisah 2

“Orang tua yang sangat pandai ini adalah seorang
yang genius. la mampu berbicara dan menulis
secara sempurna sedikitnya dalam sembilan
bahasa. Kelemahannya hanya satu: ia hidup
melarat.”

ltulah tulisan  Willem Schermerhorn, seorang
pejabat Belanda, dalam Het dagboek van
Schermerhorn (Buku Harian Schermerhorn) saat
mengomentari H. Agus Salim. Faktanya memang
demikian. H. Agus Salim selalu bersahaja.

(Sumber : Orange Juice, 2014)



Sekian.

Mohon maaf dan terima kasih...

Gandjar Laksmana Bonaprapta
+628164843422
gandjar_elbe@yahoo.com
@gandjar_bondan



Pahami PSIKOLOGI lebih
PEKAT, demi KOMUNIKASI
MASSA yang MEMIKAT.

Niniek L. Karim

Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu & Calon Pengampu Pendidikan
Anti Korupsi (PAK) wilayah Sulawesi, Papua, Maluku, Bali, NTB< NTT)

22 JUNI 2023



:”Everybody is a naive psychologist”.



Apakah PSIKOLOGI..?

Asal kata:
PSYCHE dan LOGOS

PSYCHE = Ruh, sukma, jiwa
LOGOS =llmu



PSYCHOLOGY - PSIKOLOGI :

ILMU yang mempelajari JIWA melalui...
...PERILAKU...

PERILAKU yang TAMPAK dan TAK TAMPAK.



Apakah KOMUNIKASI...?

berasal dari kata Latin:
COMUNICARE..:
MEMBAWA-BERBAGI BERSAMA



COMUNICARE...

.. Membawa-berbagi BERSAMA...

Yang dibagi...??? ...adalah... PESAN...!!!



TIGA KOMPONEN KOMUNIKASI

PESAN
PESAN
PESAN



... Itu berBENTUK....?

Jadi... PESAN yang dipelajari
dalam ilmu Komunikasi:

PESAN berbentuk...
PERILAKU TAMPAK dan TAK TAMPAK.



:”Everybody is a naive psychologist”.

Maka dalam ber’komunikasi’, sebagai
komunikator ataupun komunikan, selain siap
‘menilal’, kita juga harus siap ‘dinilai’ oleh
siapapun yang kita hadapi.



Maka..., wajarlah bahwa...

Pemahaman PSIKOLOGI, ilmu tentang
perilaku tampak-tak tampak, yang lebih

pekat, akan melancarkan sampainya
PESAN dalam KOMUNIKASI



JENIS KOMUNIKASI:

KOMUNIKASI INTRAPERSONAL
KOMUNIKASIINTERPERSONAL
KOMUNIKASI MASSA



Apapun jenis KOMUNIKASI...,

aqar EFEKTIF, tetap butuh...:

“5 KUNCI KOMUNIKASI EFEKTIF”

eeeeeeee



“t KUNCI KOMUNIKASI EFEKTIF

Memahami
Komunikasi itu Dua Arah

Bahasa Non Verbal

Empathic Listening



Kunci 1:

PAHAMI



SIAPAKAH AKU 2



AKU sang KOMUNIKATOR
AKU sang DOSEN PENGAMPU
AKU sang GURU PENDIDIK ANTI KORUPSI



AKU yang fokus pada

‘KEKUATAN’
(karunia ILLAHI),

akan lebih berhasil
daripada

AKU yang fokus pada
kelemahan-ku.






Kunci 2:
KOMUNIKASI itu DUA ARAH



 mendominasi pembicaraan

« mengabaikan pikiran-
pendapat-perasaan teman
bicara




KOMUNIKASI akan bila:

ADA USAHA..
berbagi-menemukan
pemahaman yang sama
dan

memahami yang tak sama



Kunci 3:

BAHASA NON-VERBAL



Bahasa NonVERBAL sangat

PENTING

STUDI membuktikan, informasi yang spontan
diterima komunikan berasal :
55 % dari ekspresi tubuh
38 % dari intonasi suara

7% dari kata-kata



Gerakan tubuh

Sentuhan
Nada-Intonasi-Volume-Kecepatan SUARA
Proxemis (jarak fisik dalam berkomunikasi)

Penampilan busana, dl



Bahasa NonVerbal..:

Bahasa yang tak bisa
berBOHONG



Kuncl 4:
EMPATHIC LISTENING



Komunikasi sering macet...

Karena:

e tidak mau
mendengarkan

e mendominasi
percakapan

Penyebab:

e Merasa ‘aku’
paling benar

e Terlalu cepat
menyimpulkan

e Stereotipi

e Komunikan
adalah LAWAN
(‘lawan’ bicara..?)



Inti:
MENDENGAR EMPATIK =
berusaha memahami

sudut pandang KOMUNIKAN



UNTUNGan mendengar EMPATIK

KOMUNIKAN akan merasa:
dipahami
dianggap penting
juga mau mendengarkan
tidak mudah tersinggung atau sakit hati

lebih nyaman....



Kunci 5:
PENYAMPAIAN yang EFEKTIF



Tips menyampaikan

Informasi dengan EFEKTIF:

Pahami komunikan
Berbahasa SEDERHANA
Gunakan kalimat jelas
Berusaha gunakan Kata Positif

Sikap antusias



Memahami
Komunikan-Pemirsa




Hal-2 Penting tentang PEMIRSA

Analisis siapa dan jumlah pemirsa.

Umur, jenis kelamin, pendidikan, suku,
kebiasaan kelompok yang unik.



Hal-2 Penting tentang PEMIRSA

Kenali minat Komunikan-Pemirsa.

Sejauh mana MEREKA ‘tahu’ tentang AKU
dan karyaZ2ku.



Hal-2 Penting tentang PEMIRSA:

Apa alasan pemirsa datang?
Kenali harapan pemirsa, apakah sesuai
yang mereka harapkan dan harapan’ku’.



Hal-2 Penting tentang PEMIRSA:

Pahami apa yang mereka pikir-ingin akan
didapat dari ‘presentasi’ku dan...



Hal-2 Penting tentang PEMIRSA:

Usahakan rancang MATERI presentasi
semaksimal bisa, sesuai info yang didapat dari
2-3-4-5-6 di atas.



Yang juga PENTING di-antisipasi

Kenali lokasi presentasi, kondisi ruangan,
pencahayaan, tata-suara dan suhu.



WVAKA, .,

Dengan pemahaman PSIKOLOGI yang kian
pekat..., akan melancarkan kita

menjadi...

yang
dan

MEMUKAU..!!
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Komisi Pemberantasan Korupsi

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Djamaludin, S.H., M.H.

Sebagai Peserta dalam

Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu
Pendidikan Antikorupsi Seri 4

Tanggal 21 Juni 2023 di Zoom Meeting

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK  Nomor : 28454



Komisi Pemberantasan Korupsi

JUMLAH JAM PELAJARAN

Strategi dan Arah Kebijakan KPK dalam Pendidikan

) . 2 Jam Pelajaran
Antikorupsi J

Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pembelajaran 3 Jam Pelajaran

Total Jam Pelajaran 5 Jam Pelajaran

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK




Komisi Pemberantasan Korupsi

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Djamaludin, S.H., M.H.

Sebagai Peserta dalam

Webinar Penguatan Kapasitas Dosen Pengampu
Pendidikan Antikorupsi Seri 4

Tanggal 22 Juni 2023 di Zoom Meeting

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK  Nomor : 28871




Komisi Pemberantasan Korupsi

JUMLAH JAM PELAJARAN

Pengenalan Hukum Tindak Pidana Korupsi 3 Jam Pelajaran

Psikologi Komunikasi dalam Proses Pembelajaran

. : 3 Jam Pelajaran
Antikorupsi J

Total Jam Pelajaran 6 Jam Pelajaran

Direktorat Jejaring Pendidikan KPK




